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INTISARI

OPTIMALISASI INVENTARISASI ASET DINAS PENDIDIKAN
DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN ENREKANG

Penulis . Misriani Akhmad
Penasehat . Dr.Muttagin, MBA

Permasalahan utama dalam penelitian ini adalah bagaimana optimalisasi
inventarisasl aset Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Kabupaten Enrekang.
Tujuan penelitian untuk mengetahui optimalisas inventarisasi aset pada Dinas
Pendidikan Dan Kebudayaan Kabupaten Enrekang.

Tujuan penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Teknik
pengumpula data yaitu pelaksanaan wawancara ,observasi, dan telaa dokumen..
Wawancara dilakukan dengan cara tanya jawab langsung kepada informan.
Temuan hasil penelitian ini yaitu dari indikator buku inventaris, Kartu Inventaris
Ruangan, dan Kartu Inventaris Barang.Unit analisis data adalah Inventarisasi
Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Kab.Enrekang.Informan Pengurus Barang
Andriani,S.Pd.

Hasil penelitian menunjukan bahwa pencatatan buku inventaris dengan
indikator pencatatan barang,penyusunan buku inventaris dan ketersediaan buku
inventaris belum baik.Pada pencatatan kartu inventaris ruangan dengan indikator
pencatatan barang,,penyusunan barang,ketersediaan kartu inventaris ruangan juga
belum baik.Sedangkan pada pencatatan kartu inventaris barang dengan indikator
pencatatan barang,penyusunan barang dan ketersediaan kartu inventaris barang
masih kurang bailk dalam artian masih terdapat pencatatan barang yang tidak
sesua dengan kenyataan.

Kata Kunci : Optimalisasi Inventarisasi Aset Dinas Pendidikan Dan K ebudayaan
Kabupaten Enrekang.



ABSTRACT

OPTIMIZATION OF ADMINISTRATION ASSETS DEPARTMENT OF
EDUCATION AND CULTURE OF ENREKANG DISTRICT

Author : Misriani Akhmad
Supervishors : Muttagin

The main problemin this research is how to optimize the administration of
the assets of Enrekang District Education Office and aim to know the optimization
of the administration of assets at Enrekang District Education Office.

In this research using qualitative research methodology through interview
and observation process. The interview was conducted by direct questioning to
the informant. The findings of this study are from inventory book indicator,
Inventory Card Room, and Goods Inventory Card.

The result of the research is with the Inventory Master Book, the initial
data collection on the property of the region has been met well. On the inventory
card room needs equipment and equipment in each work area of the Education
and Culture Office of Enrekang Regency has been said to be good. Good here in
its range of quality and function. Then on the goods inventory card there is one
type of goods. This is because so that goods can be controlled its devel opment,
either decreased or addition of land area or building and building.

Keywords: Optimization, Asset Administration, District Gover nment.
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BAB |

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Daam Pemendagri Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Pedoman Teknis
Pengelolaan Barang Milik Daerah yang dimaksud dengan barang milik daerah
adalah semua kekayaan daerah baik yang dibeli atau diperoleh atas beban
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah maupun yang berasal dari perolehan
lain yang sah baik yang bergerak maupun yang tidak bergerak.

Aset merupakan sumberdaya yang penting bagi pemerintah daerah. dengan
mengelola aset daerah secara benar dan memadai, pemerintah daerah akan
mendapatkan sumber dana untuk pembiyaan pembangunan di daerah. Dalam
mengelola aset daerah, pemerintah daerah harus memperhatikan perencanaan
kebutuhan dan penganggaran, pengadaan, penerimaan, penyimpanan dan
penyaluran, penggunaan, penatausahaan, pemanfaatan, pengamanan dan
pemeliharaan, penilaian, penghapusan, pemindahtanganan, pembinaan,
pengawasan dan pengendalian, pembiayaan dan tuntutan ganti rugi.

Keseluruhan kegiatan tersebut merupakan aspek-aspek penting yang
terdapat dalamn mangemen aset daerah. Dengan melakukan perencanaan
kebutuhan aset, pemerintah daerah akan memperoleh gambaran dan pedoman
terkait kebutuhan aset bagi pemerintah daerah. Dengan perencanaan kebutuhan
aset tersebut, pemerintah daerah dapat terhindarkan dari kepemilikan aset yang
sesual dengan kebutuhan sehingga dapat menjaga dan meningkatkan kualitas

pelayanan yang diberikan pada masyarakat. Selain faktor perencanaan kebutuhan



aset, faktor pengamanan dan pemeliharaan aset juga harus menjadi pertimbangan
pemerintah daerah.

Dengan pengamanan dan pemeliharaan aset, pemerintah daerah dapat
menjaga kepemilikan dan dapat menerima manfaat ekonomis aset dalam rangka
usaha pemerintah daerah memberikan pelayanan pada masyarakat. Faktor yang
tidak kalah penting dalam pengelolaan aset pemerintah daerah adalah sistem
informasi data. Dengan sistem informasi data aset pemerintah daerah yang
memadai, pemerintah data dapat |ebih mudah dan cepat untuk memperoleh data
terkait aset ketika dibutuhkan sewaktu-waktu. Dengan sistem informas data,
pemerintah daerah juga dapat menyusun laporan aset secara lebih handal sehingga
dapat memberi informasi yang lebih handal pada pemaka informasi dalam
laporan keuangan

Paradigma baru pengelolaan barang milik negara/aset negara telah
memunculkan optimisme baru dalam penataan dan pengelolaan aset negara
Sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan
Barang Milik Negara/lDaerah pasal 3 ayat 1, bahwa Pengelolaan Barang Milik
Negara/Daerah dilaksanakan berdasarkan asas fungsional, kepastian hukum,
transparang, efisiensi, akuntabilitas, dan kepastian nilai.

Pengelolaan aset daerah yang lebih profesional dan modern dengan
mengedepankan good governance diharapkan akan mampu meningkatkan
kepercayaan masyarakat terhadap pengelolaan keuangan negara/daerah.
Pengelolaan aset negara/daerah tidak lagi sekedar administratif semata, tetapi

lebih maju berfikir dalam menangani aset negara/daerah, dengan bagaimana



meningkatkan efisiensi, efektifitas, dan menciptakan nilai tambah dalam
mengelola aset.

Regulas terbaru tentang pengelolaan barang milik negara/daerah adalah
Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik
Negara/Daerah. Latar belakang munculnya Peraturan Pemerintah Nomor 27
Tahun 2014 adalah bahwa Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang
Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah maupun Peraturan Pemerintah Nomor
38 Tahun 2008 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun
2006 tentang Pengelolaan Barang Milik NegaralDaerah sebagai dasar hukum
pengelolaan barang milik daerah selamaini masih memiliki banyak kekurangan.

Penatausahaan menurut Permendagri Nomor 19 Tahun 2016 adalah
rangkaian kegiatan yang meliputi pembukuan, inventarisasi, dan pelaporan barang
milik daerah sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Tertibnya penatausahaan
barang milik daerah dapat sekaligus mewujudkan pengelolaan barang milik
daerah yang tertib, efektif, dan optimal. Barang milik daerah yang berada di
bawah penguasaan pengguna barang/kuasa pengguna barang harus dibukukan
melalui proses pencatatan dalam Daftar Barang Kuasa Pengguna (DBKP) oleh
kuasa pengguna barang, Daftar Barang Pengguna (DBP) oleh pengguna barang
dan Daftar Barang Milik Daerah (DBMD) oleh pengel ola barang.

Proses inventarisasi, baik berupa pendataan, pencatatan, dan pelaporan
hasil pendataan barang milik daerah merupakan bagian dari penatausahaan. Hasll
dari proses pembukuan dan inventarisasi diperlukan dalam melaksanakan proses
pelaporan barang milik daerah yang dilakukan oleh kuasa pengguna barang,

pengguna barang, dan pengelola barang. Hasil penatausahaan barang milik daerah



digunakan dalam rangka penyusunan neraca pemerintah daerah. Dengan
penatausahaan secara tertib, maka akan dihasilkan angka-angka yang tepat dan
akurat yang berdampak pada tersedianya database yang memadai dalam
menyusun perencanaan kebutuhan dan penganggaran dan akan dihasilkan pula
laporan aset daerah di neraca dengan angka yang tepat dan akurat.

Berdasarkan data laporan keuangan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Kabupaten Enrekang Tahun 2016,bahwa pada tahun 2015 jumlah aset sebesar
482,169,489,718,00,sementara pada tahun 2016 jumlah aset sebesar
453,797,194,664,67. Ini menandakan pada Tahun 21016 terjadi kenaikan pada
aset .Sedangkan pada tahun 2015 membuktikan Pencatatan Inventaris aset belum
optimal.

Belum optimalnya pengelolaan aset daerah di Dinas Pendidikan Kab.
Enrekang diakibatkan oleh kurang disiplinnya pengguna aset sesuai dengan
peraturan yang berlaku, kurangnya pengelola barang milik daerah yang
memahami pengadministrasian barang milik daerah, dan belum tertibnya
administrasi pengelolaan barang milik daerah. Pengguna aset daerah sering kali
tidak melaporkan aset yang digunakan. Berdasarkan kondis tersebut, penelitian
ini memfokuskan pada pelaksanaan Inventarisasi barang milik Dinas Pendidikan
Kab. Enrekang,terutama pada pencatatan Buku Inventarisasi,Kartu Inventarisasi
Ruangan(KIR) dan Kartu Inventarisasi Barang(K1B).

Pengel olaan (manajemen) aset daerah merupakan salah satu faktor penentu
kinerja usaha yang sehat, sehingga dibutuhkan adanya analisis optimalisasi dalam
penilaian aset daerah, yaitu: inventarisasi, dan penilaian yang dilaksanakan

dengan baik dan akurat. Sekarang ini, Sistem Informasi Mangemen Daerah



(SIMDA) merupakan suatu sarana yang efektif untuk meningkatkan kinerja
sehingga transparansi kerja dalam pengelolaan aset sangat terjamin tanpa perlu
adanya kekhawatiran akan pengawasan dan pengendalian yang lemah.

Permasal ahan utama pada pencatatan aset adalah tidak sesual pencatatan
dengan kondisi barang yang ada di ruangan dengan laporan yang ada di Dinas
Pendidikan Kab.Enrekang , sehingga mempersulit pengurus barang untuk
melakukan  inventarisas  barang.Pembentukan  Undang-undang  tentang
Perimbangan Keuangan antara Pemerintahan Pusat dan Pemerintahan Daerah
dimaksudkan untuk mendukung pendanaan atas penyerahan urusan kepada
pemerintah daerah yang diatur dalam undang-undang tentang Pemerintahan
Dagerah.

Perimbangan keuangan mencakup pembagian keuangan antara Pemerintah
Pusat dan Pemerintah Daerah secara proporsional, demokratis, adil, dan
transparan dengan  memperhatikan  potensi, kondisi,dan  kebutuhan
daerah.Sumber-sumber pendanaan pelaksanaan pemerintahan daerah terdiri atas
Pendapatan Adli Daerah, dana perimbangan, pinjaman daerah, dan lain-lain
pendapatan yang sah.

Pendapatan Adli Daerah merupakan pendapatan daerah yang bersumber
dari hasil pgjak daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan
lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah yang bertujuan untuk memberikan
keleluasaan kepada daerah dalam menggali pendanaan dalam pelaksanaan
otonomi daerah sebagal perwujudan asas desentralisasi.

Daerah telah diberikan kewenangan yang lebih besar untuk mengatur

sumber dayanya termasuk bagaimana mengoptimalkan dan memanfaatkan aset



daerah yang dimilikinya dengan jalan menerapkan sistem manaemen aset sesual
dengan peraturan perundangan yang berlaku.

Dengan demikian pemerintah daerah dituntut memiliki suatu kemandirian
dalam membiayai sebagian besar anggaran pembangunannya. Oleh karena itu,
pemerintah daerah harus dapat mengarahkan dan memanfaatkan sumber daya
yang ada secara berdayaguna dan berhasil guna serta mampu melakukan
optimalisasi sumber-sumber penerimaan daerah termasuk optimalisasi dan
pemanfaatan dari aset-aset yang ada.

Aset daerah adalah semua harta kekayaan milik daerah baik barang
berwujud maupun barang tak berwujud (Kepmendagri No. 29 Tahun 2002 Bab |
pasa 1). Barang Daerah adalah semua barang berwujud milik daerah yang berasal
dari pembelian dengan dana yang bersumber seluruhnya atau sebagian dari APBD
dan atau berasal dari perolehan lainnya yang sah (Kepmendagri No. 29 Tahun
2002 Bab | pasal 1). Barang berwujud atau disebut dengan aktiva tetap adalah
barang yang mempunyai masa manfaat lebih dari satu periode akuntansi dan
digunakan untuk penyelenggaraan kegiatan pemerintah dan pelayanan publik.

Aktiva tetap antara lain terdiri dari tanah, jalan dan jembatan, bangunan
air, instalasi dan jaringan, gedung, mesin dan peraatan, kendaraan, mobilier dan
perlengkapan serta buku-buku perpustakaan.

Pentingnya pengelolaan aset terutama tanah merupakan sumber daya alam
yang sangat penting bagi kehidupan dan keberadaan manusia. Salah satu bentuk
pengelolaan aset adalah konsep real property, yaitu suatu hak perorangan atau
badan hukum untuk memiliki dalam arti menguasai tanah dengan suatu hak atas

tanah, misalnya hak milik atau hak guna bangunan berikut bangunan (permanen)



yang didirikan di atasnya atau tanpa bangunan. Pengertian penguasaan di atas
perlu dibedakan antara penguasaannya secara fisik atas tanah dan/atau bangunan
yang disebut real estate. Sedangkan real property merupakan kepemilikan
sebagai konsep hukum (penguasaan secara yuridis) yang dilandasi dengan sesuatu
hak atas tanah (Siregar, 2004)

Pengertian Asset atau Aset (dengan satu S) yang telah diindonesiakan
secara umum adalah barang (thing) atau sesuatu barang (anything) yang
mempunyai (Y usuf, 2010:28):

a. Nila ekonomi (economic value)

Nilal ekonomi merupakan salah satu dari bermacam-macam nilai yang
mendasari  perbuatan seseorang atau sekelompok orang atas dasar
pertimbangan ada tidaknya keuntungan financial sebaga akibat dari
perbuatannya.

b. Nila komersia (commercial value)

Nila komersiad merupakan segala sesuatu yang berhubungan dengan
perdagangan, bernilai niaga tinggi sehingga terkadang mengorbankan sosial
dan budaya.

c. Nila tukar (exchange value).

Nila tukar merupakan sebuah perjanjian yang dikena sebagai nila
tukar mata uang terhadap pembayaran saat ini atau di kemudian hari, antara
dua mata uang masing-masing Negara atau wilayah.

Aset adalah barang, yang dalam pengertian hukum disebut benda
bergerak, baik yang berwujud (tangible) maupun yang tidak berwujud

(intangible), yang tercangkup dalam aktiva/lkekayaan atau harta kekayaan dari



suatu instansi, organisasi, badan usaha atau individu perorangan. Berdasarkan
Undang-Undang No.1 Tahun 2004 yang dimaksud Barang Milik Daerah adalah
semua barang yang dibeli atau diperoleh atas bebab APBD atau berasal dari
perolehan lainnya yang sah.

Aset merupakan sumberdaya yang penting bagi pemerintah daerah.
Dengan mengelola aset daerah secara benar dan memadai, pemerintah daerah
akan mendapatkan sumber dana untuk pembiyaan pembangunan di daerah.
Berdasarkan Pasal 1 Ayat (1) dan ayat (2) peraturan pemerintah Nomor 6 Tahun
2006 menjelaskan bahwasanya Barang Milik Negara/Daerah meliputi barang yang
dibeli atau diperoleh atas badan APBN/APBD, barang yang berasal dari perolehan
lainnya yang sah, yaitu dari hibah, sumbangan, dari perjanjian/kontrak diperoleh
dari ketentuan undang-undang atau barang yang diperoleh berdasarkan putusan
pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.

Optimalisasi aset Untuk menilai keberhasilan suatu proses kegiatan apakah
yang sudah sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan atau menyimpan dari
rencana, maka dibutuhkan suatu pengawasan sebagai usaha untuk mengetahui
atau menilai dengan semestinya.

B. Rumusan Masalah

Demi terlaksananya penelitian ini, maka perlu dirumuskan terlebih dahulu
permasalahan yang ada sesual dengan masalah yang dipilih untuk diteliti yaitu
sebagai berikut :

“Bagaimana Optimalisas Inventarisasi Aset Dinas Pendidikan Dan

K ebudayaan Kabupaten Enrekang.”



C. Tujuan Pendlitian

Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui optimalisasi inventarisas aset
Dinas Pendidikan Kabupaten Enrekang. Penelitian ini diharapkan dapat
memberikan masukan yang balk bagi pemerintah Daerah agar kedepannya
pencatatan asset daerah |ebih baik.
D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dari penelitian ini, yaitu :

1. Manfaat Akademik :

a. Dapat memberikan kontribuss pemikiran bagi disiplin ilmu
Administrasi Negara, khususnya tentang Mangemen Aset .

b. Dapat menjadikan hasil penelitian ini sebagai salah satu referensi dalam
menentukan kebijakan pengelolaan aset daerah guna meningkatkan
Pendapatan Adli Daerah

2. Manfaat Praktis:
a. Dapat dijadikan sebagal sumber referensi bagi peneliti/penulis lain yang

hendak meneliti tentang Pengelolaan Aset Daerah.
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TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Teori
1. Manajemen Pembangunan
Definisi Manajemen Pembangunan

Wrihatnholo dan Nugroho .(2006:10) Mangemen pembangunan secara
sederhana diartikan sebagal suatu perubahan tingkat kesejahtraan secara terukur
dan alami.Perubahan tingkat kesegjahtraan secara terukur dan aami.Perubahan
tingkat kesgjahtraan ditentukan oleh dimensi dari defenisi ekonomi, social, politik
, atau hukum.

Pembangunan nasional pada hakekatnya untuk membangun manusia
Indonesia seutuhnya dan mencapal masyarakat adil dan makmur. Dan
pembangunan nasional dilaksanakan bersama oleh masyarakat dan pemerintah.
Masyarakat adalah pelaku utama pembangunan dan pemerintah berkewajiban
mengarahkan. Artinya, pelaksanaan pembangunan baru akan berhasil secara
optimal apabila melibatkan seluruh masyarakat.

Tujuan pembangunan nasional merupakan suatu proses yang terus-
menerus dan berkesinambungan. Dengan perkataan lain, sukar untuk
membayangkan adanya suatu negara, bangsa yang pada satu titik tertentu dalam
perjalanannya akan mengatakan bahwa tingkat dan kondisi ideal yang dicita-
citakan telah tercapai secara absolut sehingga tidak dapat Iebih ditingkatkan lagi.
Ha ini bukan sga karena konsepsi seperti keadilan, kemakmuran dan
kesgahteraan yang merupakan suatu konsep yang bersifat relatif, dan oleh
karenanya tidak mengenal titik jenuh yang absolut, akan tetapi juga karena tujuan
pembangunan nasional merupakan konsep yang dinamik yang seirama pula

dengan dinamika perkembangan kebudayaan manusia.
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Melaksanakan pembangunan bukanlah suatu pekerjanan yang cukup
mudah, namun sebaliknya adalah salah satu pekerjaan yang sangat berat dan sulit.
Oleh sebab itu dibutuhkan tenaga dan pikiran yang benar-benar mampu dan sesuai
dengan tugas dan wewenang yang menjadi tanggung jawab nya, untuk itu
dibutuhkan orang-orang yang mempunyai dedikasi, kejujuran dan tanggung jawab
akan pelaksanaan tugas dan wewenang yang di emban oleh setiap penyelenggara
pemerintahan di daerah. Supaya pembangunan bisa terlaksana secara menyeluruh
terarah dan terpadu, maka perlu adanya suatu perencanaan yang cukup matang
yang disesuailkan dengan tujuan yang ingin dicapa agar apa yang hendak
dilaksanakan benar-benar dapat terwujud dengan baik.

Tujuan pembangunan, motivasi pelaku pembangunan, dan pembiayaan
pembangunan merupakan faktor utama untuk menciptakan kesg ahteraan manusia.
Kesgahteraan manusia merupakan fokus dari tujuan pembangunan, motivas
pelaku pembangunan, prioritas pembiayaan pembangunan. Kesgahteraan manusia
dalam konteks negara berarti adalah kesgjahteraan warga negara. Kesgahteraan
warga negara merupakan output dari semua aktivitas Negara.

Sekilas Perencanaan Pembangunan di Indonesia , bagi negara sebesar
seperti Indonesia baik dalam cakupan geografis maupun dalam jumlah dan ragam
populasi, upaya dan proses pembangunan untuk memperbaiki keseahteraan
rakyatnya pasti menghadapi berbagai permasalahan dan kendala yang kompleks.
Kedua, perencanaan pembangunan, baik dalam bentuk program, kebijakan
maupun kegiatan hanya akan tinggal sebagai dokumen siasia dan tidak akan

berarti apa-apajikatidak dikaitkan dengan pembiayaannya.
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Di sis lain, keterbatasan anggaran semakin menuntut adanya perencanaan
yang matang agar pemanfaatan sumberdaya yang tersedia benar-benar dilakukan
secara efektif dan efisien. Oleh karena itu hubungan fungsi perencanaan dan
fungs penganggaran adalah semakin penting. Ketiga, perubahan dan
pembaharuan dalam pengel olaan keuangan dan sistem perencanaan pembangunan
nasional semakin diperlukan dan harus menjadi sinergi dalam tatatan
perundangundangan dan peraturan penjelasnya.

Menurut Wrihatnolo dan Nugroho .(2006:74) menyebutkan pendekatan
sektoral dalam perencanaan pembangunan sebagai berikut:

a. Perencanaan Pembangunan Nasional
Perencanaan yang mencakup pembangunan semua sector secara komprehensif
dalam wilayah suatu Negara untuk kepentingan seluruh warga Negara di
seluruh Negara yang diselenggrakan oleh pemerintah nasional

b. Perencanaan Pembangunan Daerah
Perencanaan yang mencakup pembangunan semua sector secara komprehensif
dalam wilayah satu daerah(provuns atau kabupaten/kota)untuk kepentingan
seluruh warga Negara di suatu daerah tertentu yang diselenggarakan oleh
pemerintah daerah tertentu sgja.

c. Perencanaan Pembangunan Regional
Perencanaan yang mencakup pembangunan semua sector secara konprehensif
dalam wilayah lebih dari satu daerah(beberapa privins atau beberapa
kabupaten/kota)tuk kepentingan seluruh warga Negara di daerah-daerah yang
menjadi cakupan perencanaan yang diselenggrakanoleh beberapa pemerintah
daerah tertentu sgja,atau dikoordinasikan oleh pemerintah nasional.

2. Manajemen Aset

Mangemen Aset Daerah adalah melaksanakan pengelolaan aset/ Barang
Milik Daerah (BMD berdasarkan prinsip dasar-dasar mangjemen aset terhadap
aset/BMD dengan mengikuti landasan kebijakan yang diatur berdasarkan Undang-
undang, Peraturan Pemerintah, Keppres, Kepmen, dan Surat Keputusan lainnya
yang berhubungan dengan pengaturan/ pengelolaan aset daerah. Berikut ini adalah

klasifikas aset daerah berdasarkan penggunaan Budisusilo ( 2005:37).
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Daam rangka mewujudkan tertib administrasi terhadap pengelolaan
barang daerah perlu diatur pedoman kerjanya, untuk itu telah dikeluarkan
Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 19 Tahun 2016. Dalam Peraturan Menteri
Dalam Negeri tersebut yang dimaksud dengan “Barang Milik Daerah” adalah
semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah atau perolehan lainnya yang sah. Dan dalam Pasal 2 Peraturan
Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 serta dalam Pasal 3 Peraturan Menteri Dalam
Negeri No0.19 Tahun 2016 Pasal 3: lebih dijelaskan lagi bahwa Barang Milik
Daerah sebagal berikut ,meliputi Barang yang dibeli atau diperoleh atas beban
APBD, Barang yang berasal dari perolehan lainnya yang sah, berupa : Barang
yang diperoleh dari hibah/sumbangan atau yang sgjenis, barang yang diperoleh
sebagai pelaksanaan dari perjanjian /kontrak, barang yang diperoleh berdasarkan
ketentuan undang-undang, atau barang yang diperoleh berdasaarkan putusan
pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap

Hasting (2010:4) berpendapat bahwa fungs manajemen aset diperlukan
untuk memberikan pengetahuan aset dan kapasitas mangemen terkait dan
kegiatan pendukung keputusan dalam konteks bisnis sebagal berikut: aset dan
kemampuan aset terkait dalam perencanaan dan perencanaan pembangunan,
perencanaan keberlanjutan, dan pengelolaan fasilitas.

Mangjemen aset sebetulnya merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari
manajemen keuangan dan secara umum terkait dengan administrasi pembangunan
daerah khususnya yang berkaitan dengan nila aset, pemanfaatan aset, pencatatan
nila aset dalam neraca tahunan daerah, maupun dalam penyusunan prioritas
dalam pembangunan. Tujuan manajemen aset kedepan diarahkan untuk menjamin

pengembangan kapasitas yang berkelanjutan dari pemerintahan daerah, maka

dituntut agar dapat mengembangkan atau mengoptimalkan pemanfaatan aset



14

daerah guna meningkatkan atau mendongkrak pendapatan asli daerah, yang akan

digunakan untuk membiayal kegiatan guna mencapai pemenuhan persyaratan

optimal bagi pelayanan tugas dan fungsi instansinya terhadap masyarakat.
Definisi mangemen menurut Ensiklopedi Administrasi Indonesia, dalam

LAN (2007:3) adalah segenap kekuatan menggerakkan sekelompok orang yang

mengerahkan fasilitas dalam satu usaha kerja untuk mencapa tujuan tertentu.

Pengertian aset secara umum menurut Siregar (2004:178) adalah barang (thing)

atau sesuatu barang (anything) yang mempunyai nilai ekonomi (economic value),

nila komersial (commercial value) atau nilai tukar (exchange value) yang dimiliki
oleh badan usaha, instans atau individu (perorangan).

Kekayaan daerah dapat diklasifikasikan menjadi dua jenis (Mardiasmo: 2002)

yaitu:

a. Kekayaan yang sudah ada sejak adanya daerah tersebut. Kekayaan jenis ini
meliputi seluruh kekayaan alam dan geografis kewilayahannya. Contohnya
adalah tanah, hutan, tambang, gunung, danau, pantai dan laut

b. Kekayaan yang akan dimiliki baik yang berasal dari aktivitas pemerintah
daerah yang didana APBD serta kegiatan perekonomian daerah lainnya.
Contohnya adalah jalan, jembatan, kendaraan, dan barang moda lainnya
Pemerintah daerah harus membuat perencanaan yang tepat terhadap dua

Menurut Prawoto (2011:39) tujuan mangemen aset adalah untuk
menjaga agar nilai aset tersebut tetap tinggi dan mempunyai usia hidup yang
panjang dengan menyediakan biaya operasi yang memadai sehingga mampu

menghasilkan output.

3.Prinsip-Prinsip Manajemen Aset
a Keputusan mangiemen aset adalah keputusan yang terintegras dengan

perencanaan strategis (trategic planning)
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Kepetusan perencanaan aset didasarkan atas evaluasi berbagal alternative
yang diperhitungkan biaya siklus hidup manfaat dan resiko kepemilikan
Akuntabilitas diterapkan untuk kondisi aset,penggunaan dan kinerja

Struktur pengendalian yang efektif diterapkan untuk manajemen asset.

Keputusan penghapusan didasarkan pada anaisis terhadap metode-

metode yang menghasilkan tersedianya pengembalian bersih daam rangka

perdangan yang wajar

4.Azas-Azas Pengelolaan Barang Milik Daerah

Menurut Widjgja (2002:110) barang milik daerah sebagai salah satu

unsur penting dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan

masyarakat harus dikelola dengan baik dan benar yang pada gilirannya dapat

mewujudkan pengelolaan barang milik daerah dengan memperhatikan azas-azas

sebagai berikut

a

Azas Fungsional,yaitu pengambilan keputusan dan pemecahan masalah
dibidang pengelolaan barang milik daerah yang dilaksanakan oleh kuasa
pengguna barang, pengelola barang dan Kepala Daearah.

Azas kepastian hukum, Yaitu pengelolaan barang milik daerah harus
dilaksanakan berdasarkan hukum dan peraturan perundang-undangan

Azas transparansi, yaitu penyelengaraan pengelolaan barang milik daerah
harus transaparans terhadap hak masyarakat dalam memperoleh informasi
yang benar.

Azas efesiensi, yaitu pengelolaan barang milik daerah diarahkan agar barang
milik daerah digunakan sesuai dengan batasan-batasan standar kebutuhan
yang diperlukan dalam rangka menunjang penyelenggaraan tugas pokok dan
fungsi pemerintahan secara optimal.

Azas akuntabilitas, yaitu pengelolaan barang milik daerah harus dapat
dipertanggungjawabkan kepada rakyat.

Azas kepastian nilai, yaitu pengelolaan barang milik daerah harus didukung
oleh adanya ketepatan jumlah dan nilai barang dalam rangka optimilisasi
pemanfaatan dan pemindahtangan barang milik daerah serta penyusunan
neraca Pemerintah Daerah.
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5.Penatausahaan Barang Milik Daerah

Menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri No 19 tahun 2016 tentang
Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah, Penatausahaan adalah
rangkaian kegiatan yang meliputi pembukuan, inventarisasi dan pelaporan barang
milik daerah sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah harus melakukan pendaftaran dan
pencatatan barang milik daerah ke daftar barang milik pengguna dan daftar kuasa
pengguna sesual dengan penggolongan dan kodefikasi inventaris barang milik.
Sasaran Penatausahaan Barang Milik Daerah yaitu:

1. Semuabarang yang dibeli atau diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan

Dan BelanjaDaerah (APBD);

2. Semua barang yang berasal dari perolehan lainnya yang sah,meliputi :

a. Barang yang diperoleh dari hibah/sumbangan atau yang sejenisnya;

b. Barang yang diperoleh sebaga pelaksanaan perjanjian/kontrak;

c. Barang yang diperoleh berdasarkan ketentuan undangundang; atau

d. Barang yang diperoleh berdasarkan putusan pengadilan yang telah

memperoleh kekuatan hukum tetap.

Tujuan Penatausahaan yaitu: Penyusunan neraca Pemerintah Daerah
setigp tahun; Perencanaan kebutuhan pengadaan, dan pemeliharaan Barang Milik
Daerah setigp tahun untuk digunakan sebagai bahan penyusunan rencana
anggaran; Pengamanan administratif terhadap barang milik daerah. Dihasilkan
angka-angka yang tepat dan akurat yang berdampak pada tersedianya database

yang memadai dalam menyusun perencanaan kebutuhan dan penganggaran dan
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akan dihasilkan pula laporan aset daerah di neraca dengan angka yang tepat dan
akurat.

Kriteria Penatausahaan Barang Milik Daerah Yaitu: Pendaftaran dan
pencatatan barang milik daerah berdasarkan penggolongan dan kodefikas barang.
Penyusunan neraca berdasarkan laporan barang milik daerah. Penyusunan buku
inventaris dan buku induk invetaris berdasarkan sensus barang milik daerah.
6.Inventarisasi Barang Milik Negara/Daer ah

Ketentuan yang mengatur mengenal inventarisasi harta kekyaan milik
Negara/Daerah dapat ditemukan dalam Instruks Presiden No.3 tahun 1971
tentang Inventarisass Barang-barang Milik Negara/Daerah.Dalam Instruksi
Presiden tersebut,para mentri,para pimpinan Lembaga Negara untuk melakukan
serta tanggung jawab atas terlaksanaya Inventarisasi fisik dan penyusunan daftar
inventarisdari barang milik Negara/Daerah kekayaan yang terdapat dalam
lingkungan instansinya masing-masing,baik yang ada dalam negei maupun di luar
negeri,yang berasal /debeli dengan dana yang bersumber untuk seluruhnya
ataupun sebagiannya dari Anggaran Belanja Negara dengan ketentuan-ketentuan
sebagai berikut :

a Penyusunan daftar inventaris barang-barang milik Negara/kekayaan
Negara/daerah.
b. Penyusunan daftar inventaris termaksud dilakukan untuk tiap-tigp tahun
anggaran.
7.Penghapusan/Penjualan Barang Milik Negara
Penghapusan barang milik Negara dapat terjadi karena dua hal,yang

secara praktis dapat digolongkan ke dalam penghapusan yang dilakukan dengan
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sengga dan penghapusan sebagai akibat suatu  ha yang tidak

disengaja.Penghapusan Akibat suatu hal yang tidak disengaja dapat terjadi karena

hal-hal berikut ini,yaitu karena busuk,rusak,dicuri,atau hilang.Peraturan yang
mengatur mengena penghapusan barang-barang karena busuk,rusak,dicuri tau
hilang dari perhitungan bendaharawan ini dapat kita temukan dalam

Geuvernementsbesluit tanggal 2 Januari 1915 no.26( 1915 No.3) sebagal mana

telah diubah dengan Peraturan Pemerintah No.21 Tahun 1956 tentang mengubah

Peraturan penghapusan barang-barang karena busuk,rusak,discuri atau hilang dari

perhitungan bendaharawan(1951 No.3).

Peraturan pemerintah No.21 Tahun 1956 tersebut mengubah ketentuan

Pasal 1 dan pasal 3 Geuvermentsbesluit tanggal 2 Januari 1015 no.26( 1915

No.3),menjadi berbunyi sebagai berikut:

a Pemohonan  kuasa untuk  penghapusan  barang-barang  karena
busuk,rusak,dicuri tau hilang dari perhitungan bendaharawan yang
bersangkutan,kalau penghapusan tidak dapat dilakukan berdasarkan peraturan
tentang kehilangan yang terjadi selama pengiriman  barang-
barang,disampaikan kepada Mentri yang bersangkutan dengan perantara
pegjabat yang ditunjuk oleh mentri

b. Kuasa utuk menghapuskan itu diberikan mentri,jikalu ternyata kepadanya
bahwa,rusak,busuk,pencurian,atau kehilangan itu tidak disebabkan oleh
kesalahan bendaharawan yangbersangkutan.

c. Jikalau harga buku barang yang harus dihapuskan melebihi jumlah Dua Puluh

Lima Ribu Rupiah dan kerugian tidak dibebnkan pada bagian anggran yang
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diurus oleh Menteri Keuangan,maka kuasa untuk penghapusan tidak
diberikan sebelum terdapat persetujuan Mentri Keuangan.

Penghapusan adalah tindakan menghapus barang milik daerah dari daftar
barang dengan menerbitkan surat keputusan dari peabat yang berwenang untuk
membebaskan pengguna atau kuasa pengguna atau pengelola dari tanggung jawab
administrasi dan fisik atas barang yang berbeda dalam penguasaannya. Dilakukan
untuk mengoptimalkankan aset/barang milik daerah agar tidak terus-menerus
dicatat dalam buku inventaris walaupun aset yang dimaksud sudah tidak layak
lagi untuk digunakan atau sudah berubah statusnya karena penjualan atau karena
berubah status hukum kepemilikan. Kegiatan penghapusan bisa melalui
pemusnahan dan juga perubahan status hukum kepemilikan.

Aset adalah barang atau benda yang terdiri dari bendatidak bergerak dan
benda bergerak baik yang berwujud (tangible) dan tidak berwujud (intangible)
yang tercakup dalam aktivalkekayaan perusahaan. Setigp Negara, bahkan
organisasi kecil pun pasti memiliki aset. Setigp aset yang dimiliki haruslah
dikelola dengan baik agar dapat efektif dan efisien. Dalam proses pengelolaan
tersebut salah satunya yaitu inventarisasi aset. Berikut ini adalah beberapa definisi
inventarisasi menurut para ahli

Sugiama (2013:173) mengatakan bahwa, "Inventarisas aset adalah
serangkaian kegiatan untuk melakukan pendataan, pencatatan, pelaporan hasil
pendataan aset, dan mendokumentasikannya baik aset berwujud maupun aset
tidak berwujud pada suatu waktu tertentu.”

Inventaris atau inventarisasi barang adalah semua kegiatan dan usaha
untuk memperoleh data yang diperlukan tentang ketersediaan barang-barang yang
dimiliki dan diurus, baik yang diadakan melalui pembelian menggunakan

anggaran belanja, maupun sumbangan atau hibah untuk diadministrasikan
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sebagaimana mestinya menurut ketentuan dan cara yang telah ditetapkan di

masing-masing instansi.

Menurut Soemarso (2005:20) mengemukakan bahwa aset tetap

merupakan Aset berwujud yang masa manfaatnya lebih dari satu tahun, digunakan
dalam kegiatan perusahaan, dimiliki tidak untuk dijual kembali dalam kegiatan

normal

perusahaan serta nilainya cukup besar.
Aset tetap merupakan kekayaan yang dimiliki perusahaan yang dibeli

bukan untuk dijual, yang digunakan untuk memperlancar kegiatan operasiona

perusahaan dan dapat digunakan lebih dari satu periode akuntansi.

Menurut Widjga (2002:115) aset tetap terbagi atas dua golongan yaitu:

1. Barang-barang tidak Bergerak

Tanah -tanah kehutanan,pertanian,perkebunan,lapangan olah raga dan
tanah-tanah yang belum dipergunakanjaan(tidak termasuk jalan
daerah),jaan kereta api, jembatan, terowongan, waduk, lapangan terbang
,bangunan-bangunan irigasi, tanah pelabuhan dan lain-lain.
Gedung-gedung yang dipergunakan untuk kantor,pabrik-pabrik, bengkel,
sekolah, rumah sakit, studio, laburatorium, dan gedung-gedung.
Gedung-gedung tempat tinggal tetap atau sementara seperti rumah-rumah
tinggal ,tempat istrahat,asrama,pesanggrahan, dan lain-lain
Monumuen-monumen  seperti monument  purbakal a(candi-candi),
monumen aam, monumen peringatan sgjarah dan monumen purbkaa
lainnya.

2. Barang-barang Bergerak

Alat-alat besar,seperti: bulldozer, tractor, mesin pengebor, dan lain-lain
Pelatan-peralatan yang berada dalam pabrik, bengkel, studio,
laboratorium, stasiun tenaga pembangkit listrik, dynamo, generator,
mikroskop ,aat-alat pemancar radio, aat-alat pemotretan, alat-alat
proyeksi.

Peralatan kantor seperti:mesin tik ,mesin stensil , mesin pembukuan, mesin
hitung, computer, mesin jumlah, brankas, radio, jam, kipas angin, amari,
meja, kursi dan lain-lain

Semua Invenatris perpustakaan dan lain-lain Inventaris barang-barang
bercorak kebudayaan.

Adat-alat pengangkutan seperti . Pesawat, kapal, bus, mobil, motor,
scooter ,sepeda.

Aset yang rusak berat dan sulit untuk diperbaiki akan dilakukan

penghapusan. Pada prinsipnya semua barang milik daerah dapat dihapuskan,

yakni :
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a. Penghapusan barang tidak bergerak berdasarkan pertimbangan/ alasan- alasan
sebagai berikut:

Rusak berat, terkena bencana alam.

Tidak dapat dapat digunakan secara optimal

Terkena planologi kota.

Kebutuhan organisas karena perkembangan tugas.

Penyatuan lokasi dalam rangka efisiensi dan memudahkan koordinasi.

Pertimbangan dalam rangka pel aksanaan rencana strategis Hankam.

S0P Q0T

b. Penghapusan barang bergerak berdasarkan pertimbangan/alasan-alasan sebagai
berikut :
a. Karenarusak dan tidak ekonomis bila diperbaiki.
b. Secarateknistidak dapat digunakan lagi akibat modernisasi.
c. Telah melampaui batas waktu kegunaannya/kedal uwarsa.
Karena penggunaan mengalami perubahan dasar spesifikasi dan
sebagainya.
d. Selisih kurang dalam timbangan/ukuran disebabkan penggunaan/susut
dalam penyimpanan/pengangkutan.

Daam buku Mangemen Asset Pariwisata Sugiama,(2013:173)tujuan utama
inventarisasi aset adatigayaitu:

a. Menciptakan tertib administras

b. Pengaman aset

c. Pengendalian pengawasan aset
Tujuan khusus Inventarisasi aset adatiga yaitu:

a  Untuk menjaga ketertiban administrasi barang yang dimiliki

b. Bertujuan menghemat keuangan

c. Sebagai bahan pedoman untuk menghitung kekayaan

Pengarauh Pengelolaan Barang Milik Daerah pemerintah daerah dapat
memenuhi kualitas yang dikehendaki:

a Relevan
b. Andal
c. Dapat dibandingkan
d. Dapat dipahami

Menurut Nasution dalam Maaah Akuntan Indonesia (2008:4)
Pengelolaan aset barang milik negara dan tanah yang dimiliki pemerintah pusat
dan pemerintah daerah (Pemda) dinilai masih kurang tertib. Hal ini terlihat dari

pencacatan dan bukti hak aset-aset tersebut. “Kurang tertibnya pencatatan
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berdampak pada kewagjaran pelaporan aset dalam laporan keuangan. Rawan
terhadap penyalahgunaan, dan rawan pengakuan aset oleh pihak lain yang
kemudian menjadi sengketa.

Aset adalah sumber daya yang dikuasa oleh perusahaan sebagai akibat
dari peristiwa masa lalu dan darimana manfaat ekonomi di masa depan
diharapkan akan diperoleh perusahaan. Aset perusahaan berasal dari transaksi atau
peristiwa lain yang terjadi di masa lalu. Perusahaan biasanya memperoleh aset
melalui pengeluaran berupa pembelian atau produksi sendiri. Akan tetapi, tidak
adanya pengeluaran yang bersangkutan tidak mengecualikan suatu barang atau
jasa memenuhi definisi aset, misalnya barang atau jasa yang telah didonasikan
kepada perusahaan dapat dianggap sebagai aset.

Manfaat ekonomi masa depan yang terwujud dalam aset adalah potensi
dari aset tersebut untuk memberikan sumbangan, baik langsung maupun tidak
langsung, dalam bentuk arus kas dan setara kas kepada perusahaan. Potensi
tersebut dapat berbentuk sesuatu yang produktif dan merupakan bagian dari
aktivitas operasional perusahaan. Selain itu, ada beberapa manfaat ekonomi aset
di masa depan, misalnya aset dapat:

Digunakan baik sendiri maupun bersama aset lain dalam produks barang dan jasa
yang dijual oleh perusahaan

. Dipertukarkan dengan aset lain

. Digunakan untuk menyelesaikan liabilitas

. Dibagikan kepada para pemilik perusahaan
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Menurut Ningsih (2002:2) menyatakan bahwa semakin baik inventarisasi
Barang Milik Daerah (BMD) dapat meningkatkan kualitas laporan keuangan
pemerinan daerah.

Menurut Kuntadi dalam Magjalah Ikatan Indonesia (2008:4) menyatakan
bahwa Pemda juga harus serius mengelola aset dengan mempelgari mangemen
aset. Apalagi, mangiemen aset terkait dengan bagaimana cara mengelola aktiva
tetap, agar aktiva tetap tersebut terinvetarisir, ternilai, tersgjikan, serta terungkap
dan memada sesuai dengan undang-undang. Pengelolaan barang milik daerah
adalah bagian dari suatu sistem, yakni sistem akuntansi yang merupakan dari
sistem informasi mangemen. Menurut ningsih (2006:2) sistem ini direncanakan
untuk menghasilkan informas yang berguna bagi pihak luar maupun dalam
organisasi.

Sgaan dengan pengertian tersebut, pengelolaan barang milik daerah
bertujuan untuk menghasilkan informasi mengena keadaan barang milik daerah
disuatu wilayah. Jika penygjian informasi dalam pengelolaan barang milik daerah
tersebut memadai, maka informas tersebut berkualitas. Hal ini sesua dengan
pernyataan Wilkinson et.al. (2000:18) yakni bahwa informasi yang berkualitas
dapat menghasilkan laporan keuangan yang berkualitas pula.

Diperkuat dengan pendapat Y usuf (2010:8) yakni pengelolaan aset daerah
merupakan komponen yang sangat penting untuk mewujudkan laporan keuangan
yang lebih baik. Menurut Siregar (2004:518), pengelolaan aset telah berkembang
cukup pesat, namun di Indonesia hal ini khususnya dalam konteks pengelolaan

lima aset pemerintah daerah sepenuhnya belum dipahami oleh para pengelola
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barang milik daerah. Pengelolaan aset pemerintah daerah dapat dibagi dalam Tiga
bentuk yaitu:

a Inventarisas aset;

b. Penilaian aset;

c. Pengawasan dan pengendalian.

Sugiama (2013:173) mengatakan bahwa, "Inventarisas aset adalah
serangkaian kegiatan untuk melakukan pendataan, pencatatan, pelaporan hasil
pendataan aset, dan mendokumentasikannya balk aset berwujud maupun aset
tidak berwujud pada suatu waktu tertentu.”

a. Inventarisass Barang Milik Daerah (BMD) berpengaruh terhadap kualitas
laporan keuangan Pemerintah Dinas Pendidikan Kab.Enrekang

b. Penilaan Barang Milik Daerah (BMD) berpengaruh signifikan terhadap
kualitas laporan keuangan Pemerintah Dinas Pendidikan Kab.Enrekang

c. Pengawasan dan pengendalian berpengaruh signifikan terhadap kualitas
laporan keuangan Pemerintah Dinas pendidikan Kab.Enrekang

Daam pel aksanaan penatausahaan BMD, Dinas Pendidikan
Kab.Enrekang setiap tahun melakukan inventarisas ulang. Inventarisasi ulang ini
dilakukan dengan sistem kodefikasi terhadap BMD serta semua proses
inventarisas BMD.Setelah kodefikasi yang meliputi persiapan, pelaksanaan dan
tindak lanjut yang diperoleh dari SDM yang ada di dalam ruangan masing-
masing.

Daam pelaksanaan penatausahaan barang milik daerah dilakukan dua
kegiatan meliputi pelaksanaan pencatatan dan pelaporan. Inventarisasi merupakan
kegiatan atau tindakan untuk melakukan perhitungan, pengurusan,

penyelengaraan, pengaturan, pencatatan data dan pelaporan terhadap BMD. Hal

ini ditujukan untuk memberikan kemudahan dalam pembukuan aset atau
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pelaksanaan penatausahaan/ administrasi sehingga seluruh BMD dapat dibukukan

secara seragam dan dapat dengan mudah diketahui lokasi, jenismerk type,

jumlah, serta kondisinya.

Kegiatan penyimpanan barang milik daerah yaitu:

a Menerima, menyimpan, mengatur dan menjaga keutuhan barang dalam
gudang/ruang penyimpanan agar dapat dipergunakan sesua dengan rencana
secaratertib, rapi dan aman;

b. Menyeenggarakan administrasi penyimpanan atau pergudangan atas semua
barang yang ada dalam gudang;

c. Melakukan stock opname secara berkala ataupun insidentil terhadap barang
persediaan yang ada didalam gudang agar persediaan selalu dapat memenuhi
kebutuhan;

d. Membuat |aporan secara berkala atas persediaan barang yang ada di gudang.

Penyimpanan adalah pegawa yang di tugaskan untuk menerima,
menyimpan dan mengeluarkan barang milik daerah yang diangkat oleh pengelola
yang diusulkan oleh kepala Satuan K erja Perangkat Daerah untuk masa satu tahun
anggaran dan bertanggungjawab kepada pengelola melalui atasan langsungnya.
Penyimpanan barang dapat di angkat kembali pada tahun anggaran berikutnya
dengan memperhatikan ketentuan jabatan.

Fungs penyaluran adalah menyelenggarakan pengurusan pembagian/
pelayanan barang secara tepat, cepat dan teratur sesuai dengan kebutuhan.
Kegiatan penyaluran yaitu:

a. Menyelenggarakan penyaluran barang kepada unit kerja.

b. Menyelenggarakan administrasi penyaluran dengan tertib dan rapi.
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c. Membuat |aporan realisasi penyaluran barang milik daerah.

Penggunaan adalah kegiatan yang dilakukan oleh pengguna/kuasa
pengguna dalam mengelola dan menatausahakan barang milik daerah sesual
dengan tugas dan fungsi satuann kerja perangkat daerah (SKPD). Barang milik
daerah ditetapkan status penggunaannya untuk penyelenggaraan tugas pokok dan
fungsi Satuan Kerja Perangkat Daerah dan dapat dioperasikan oleh pihak lain
dalam rangka mendukung pelayanan umum sesuai tugas pokok dan fungsi Satuan
Kerja Perangkat Daerah yang bersangkutan.

Pelaporan dilakukan dalam rangka memberikan kepastian catatan atas
setigp barang yang dibeli atau berubah keadaan karena terjadi mutasi maupun
kerena adanya pemusnahan, Dan sebagal dasar dalam memberikan informas
kepada pihak-pihak yang memerlukan dalam rangka pelaksanaan akuntabilitas
pengelolaan aset tetap/barang milik daerah secara transparan. Setiap Satuan Kerja
Perangkat Daerah menyampaikan laporan pengguna barang semesteran, tahunan
dan limatahunan.

Pemanfaatan Barang milik daerah berupa tanah atau bangunan dan selain
tanah dan bangunan yang telah diserahkan oleh pengguna kepada pengelola dapat
didayagunakan secara optimal sehingga tidak membebani Anggaran Pendapatan
Belanja Daerah, khususnya biaya pemeliharaan dan kemungkinan adanya
penyerobotan dari pihak lain yang tidak bertanggungjawab. Pemanfaatan barang
milik daerah yang optimal akan membuka lapangan kerja, meningkatkan
pendapatan masyarakat dan menambah/meningkatkan pendapatan daerah.
Pemanfaatan adalah pendayagunaan barang milik daerah yang tidak dipergunakan

sesual tugas pokok dan fungs Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dalam
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bentuk sewa, pinjam pakai, kerja sama pemanfaatan, bangun guna serah dan
bangun serah guna dengan tidak mengubah status kepemilikan.

Pemeliharaan adalah kegiatan atau tindakan yang dilakukan agar semua
barang milik daerah selalu dalam keadaan baik dan siap untuk digunakan secara
berdaya guna dan berhasil guna. Setigp aset yang dibeli perlu dilakukan
pemeliharaan agar asset yang ada tetap terawat dan umur ekonomisnya dapat
bertambah, apabila dilakukan dengan baik maka asset daerah akan lebih efisien
dalam pengel olaannya. Pemeliharaan dapat dilakukan dengan cara:

a. Pemeliharaan ringan adalah pemeliharaan yang dilakukan sehari-hari oleh unit
pemakai

b. Pemeliharaan sedang adalah perawatan yang dilakukan secara berkala oleh
tenaga kerjaterdidik/terlatih

c. Pemeliharaan berat adalah perawatan yang dilakukan secara sewaktu-waktu
oleh tenaga ahli yang pel aksanaannya tidak dapat diduga-duga sebelumnya.

Biasanya kerusakan ini disebabkan oleh faktor biologis, cuaca, suhu, air
dan kelembaban, fisk yang mengalami proses penuaan, sifat barang yang
bersangkutan, benturan, getaran dan tekanan

Pengamanan adalah kegiatan tindakan pengendalian dalam pengurusan
barang milik daerah dalam bentuk fisik, administras dan tindakan upaya hukum.

a Pengamanan administratif meliputi kegiatan pembukuan, inventarisas,
pelaporan dan penyimpanan dokumen kepemilikan, laporan mutasi barang,

daftar inventaris barang, laporan semester dan laporan tahunan.
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b. Pengamanan hukum antara lain meliputi kegiatan melengkapi bukti status
kepemilikan barang, misanya melengkaapi sertifikat tanah, melengkapi
BPKB dan STNK untuk kendaraan bermotor, kwitansidan faktur pembelian.

c. Pengamanan fisik dilakukan untuk mencegah terjadinya penurunan fungsi
barang, penurunan jumlah barang, dan hilangnya barang

Penilaian adalah suatu proses kegiatan penelitian yang selektif didasarkan
pada data/fakta yang objektif dan relefan dengan menggunakan metode/teknis
tertentu untuk memperoleh nilai barang milik daerah. Pelaksanaan penilaian
barang milik daerah dilakukan oleh tim yang ditetapkan dengan keputusan kepala
daerah dan dapat melibatkan dengan lembaga independen bersertifikat dibidang
penilaian aset.

Penilaian barang milik daerah yang dilakukan oleh panitia penilai, khusus
untuk tanah dan bangunan, dilakukan dengan estimas terendah menggunakan
Nila Jual Objek Pgjak sehingga diperoleh nilai waar. Penilaian barang milik
daerah selain tanah dan bangunan berdasarkan nilai perolehan dikurangi
penyusutan serta memperhatikan kondisi aset tersebut.

Pemindah tanganan adalah pengalihan kepemilikan barang milik daerah
sebagai tindak lanjut dari penghapusan dengan cara dijual, dipertukarkan,
dihibahkankan atau disertakan sebaga modal pemerintah  daerah.
Pemindahtanganan barang milik daerah adalah pengalihan kepemilikan sebagai
tindak lanjut dari penghapusan, pemindahtanganan barang milik daerah berupa
tanah atau bangunan dan selain tanah dan bangunan yang bernilai lebih dari Rp.

5.000.000.000 ditetapkan dengan keputusan kepala daerah setelah mendapat
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persetujuan dari DPRD. Pemindahtanganan barang milik daerah berupa tanah atau

bangunan yang tidak memerlukan persetujuan DPRD apabila:

a. Sudah tidak sesuai dengan tata ruang wilayah atau penataan kota

b.Harus dihapuskan karena anggaran untuk bangunan pengganti sudah
disediakandalam dokumen penganggaran

c. Diperuntukkan bagi pegawal negeri

d. Diperuntukkan bagi kepentingan umum

e. Dikuasai negara brdasarkan keputusa pengadilan yang telah memperoleh
kekuatan hukum tetap atau berdasarkan ketentuan perundang-undangan, yang
Jika status kepemilikannya dipertahankan tidak layak secara ekonomis.

Bentuk-bentuk pemindahtangan meliputi sebagai tindak lanjut atas
penghapusan barang milik daerah meliputi :
a. Penjualan dan tukar menukar
b. Hibah
c. Penyertaan moda
d. Penjualan dan tukar menukar.

Pengelolaan aset adaah melakukan penghapusan dan
pemindahtanganan.Penghapusan menurut Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun
2014, pasal layat(23)adalah tindakan menghapus Barang Milik Negara/Daerah
dari daftar barang dengan menerbitkan keputusan dari pejabat yang berwenang
untuk membebaskan pengelola barang,penggunaan barang,dan atau Kuasa
pengguna barang dari tanggung jawab administrasi dan fisik atas barang yang

berada dalam penguasaannya.Sedangkan pemindahtanganan menurut Peraturan
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Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014,Pasal 1 ayat(27) adadah pengalihan
kepemilikan barang Milik Negara/Daerah.

Barang milik Daerah(BMD) yang akan dibebankan pada Anggaran
pendapatan dan Belanja Negara/Daerah(APBN/APBD) atau barang yang
diperoleh lainnya yang sah dan diatur lebih lanjut dalam pasal 1 ayat(2) Peraturan
Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014.Dalam aturan tersebut dejalskan bahwa Barang
Milik /Kekayaan Negara yakni barang bergerak/barang yang tidak bergerak yang
dimiliki/dikuasi oleh instansi pemerintah yang sebagian atau seluruhnya dibeli
atas beban Anggaran pendapatan dan Belanja Negara/Daerah ataupun dengan
perolehan lainnya yang sah,yang tidak termasuk dalam kekayaan Negara
dipisahkan(dikelola oleh Badan Usaha Milik Negara) dan kekayaan pemerintah
Dagerah.

Pengelolaan barang milik daerah adalah bagian dari suatu sistem, yakni
sistem akuntansi yang merupakan dari sistem informasi mangemen. Menurut
ningsih (2006:2) sistem ini direncanakan untuk menghasilkan informasi yang
berguna bagi pihak luar maupun dalam organisasi. Sgalan dengan pengertian
tersebut, pengelolaan barang milik daerah bertujuan untuk menghasilkan
informasi mengenai keadaan barang milik daerah disuatu wilayah.

Jika penygjian informasi dalam pengelolaan barang milik daerah tersebut
memadai, maka informasi tersebut berkualitas. Hal ini sesuai dengan pernyataan
Wilkinson et.a. (2000:18) yakni bahwa informasi yang berkualitas dapat
menghasilkan laporan keuangan yang berkualitas pula. Diperkuat dengan
pendapat Yusuf (2010:8) yakni pengelolaan aset daerah merupakan komponen

yang sangat penting untuk mewujudkan |aporan keuangan yang lebih baik.
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Sistem penatausahaan juga harus dapat memenuhi kebutuhan manajemen
pemerintah di  daam perencanaan pengadaan, pemeliharaan, maupun
penghapusan.

Pengelolaan barang milik daerah merupakan suatu yang harus
dilaksanakan dengan baik agar dapat memberikan gambaran tentang kekayaan
daerah, adanya keelasan status kepemilikan, pengamanan barang
daerah,peningkatan Pendapatan Adli Daerah (PAD) dengan pemanfaatan aset
daerah yang ada, serta dapat digunakan untuk dasar penyusunan laporan
keuangan.

B.Deskripsi Fokus Penelitian

Perumusan masalah dan fokus penelitian saling terkait. Masalah pada
penelitian kualitatif bertumpu pada sesuatu fokus. Dalam penelitian ini,
peneliti mengelompokan fokus penelitian pada Optimilisasi Inventarisasi Aset
Dinas Pendidikan Kab.Enrekang. Fokus penelitian diuraikan dalam beberapa
sub fokus sebagal berikut :
a  Buku Inventaris

Buku inventaris adalah buku tempat mencatat barang-barang inventaris
golongan barang menurut jenisnya masing-masing,seperti  invenatrisas
bangunan,termasuk rumagh dinas,Invenatrisasi tanah dan lain- lain,Proses dari
Buku Inventaris yaitu:
a. Proses pencatatan Barang Buku inventaris.
b. Proses penyusunan Buku Inventaris.
c. Ketersediaan Buku Inventaris.

b. Kartu Inventaris Ruangan(KIR)
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Kartu Inventaris Ruangan adalah kartu untuk mencatat barang- barang
inventaris yang ada dalam ruangan kerja. Kartu Inventaris Ruangan ini harus
dipasang di setiagp ruangan kerja, pemasangan maupun pencatatan inventaris
ruangan menjadi tanggung jawab pengurus barang. Proses kartu invenatris
ruangan(KIR) yaitu:

a. Proses Pendataan barang Inventaris Ruangan.

b. Proses penyususnan Barang Kartu Inventaris Ruangan.
c. Ketersediaan Kartu Inventaris Ruangan.

c. KartuInventaris Barang (K1B)

Kartu Inventaris Barang (KIB) adalah Kartu untuk mencatat barang-
barang Inventaris secara tersendiri atau kumpulan/kolektip.Proses pencatatn kartu
invetaris barang (KIB) yaitu:

a. Proses Pendataan barang Inventaris Barang.
b. Proses penyususnan Barang Kartu Inventaris Barang.

c. Ketersediaan Kartu Inventaris Barang.
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Merujuk dari Teori Sugiama, A. Gima (2013:15), Inventarisasi asset

meliputi:

Optimalisas Inventarisasi
Aset Dinas Pendidikan
Kabupaten Enrekang

A\ 4

Buku Inventaris

- Proses Pencatatan Barang

- Proses Penyusunan Buku
Inventaris

- Ketersediaan Buku
Inventaris

Kartu Invenatris Ruangan

- Proses pencatatan Barang
Kartu Inventaris Ruangan

- Proses Penyusunan Barang
Kartu Inventaris Ruangan

- Ketersediaan Kartu
Inventaris Ruangan

Kartu Inventaris Barang

- Proses pencatatan Barang
Inventaris Barang

- Proses Penyusunan Barang
Kartu Inventaris Barang

- Ketersediaan Kartu
Inventaris Barang

Gambar 1: Inventarisasi Asset
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D.Pertanyaan Pendlitian
1. Bagaimana Optimalisas Inventarisasi Aset Enrekang ditinjau dari
Pencatatan Buku Inventaris.?
2. Bagaimana Optimalisas Inventarisasi Aset Enrekang di lihat dari
Proses Pencatatan Kartu Inventaris Ruangan (KIR).?
3. Bagamana Optimalisas Inventarisasi Aset Enrekang ditinjau dari

Proses Pencatatan Kartu Inventaris Barang (KIB).
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BAB I11

METODE PENELITIAN

A. Pendekatan penelitian

Pendekatan ini menggunakan pendekatan kualitatif.Dengan pendekatan
kualitatif bagaimana penilaian bermaksud untuk menggambarakan dan menggali
secara mendalam tentang bagaimana inventarisasi aset Dinas Pendidikan
Kabupaten Enrekang.Adapun Jenis Metode ini adalah Deskriptif kualitatif.

Tujuan Untuk Menggunakan penelitian Deskriptif Kualitatif adalah untuk
menjawab pertanyaan yang sebelumnya dikemukakan oleh rumusan masalah serta
pertanyaan penelitiannya/ldentifikass masalah.Tujuan ini juga menentukan
bagaimana mengolah hasil penelitiannya itu dengan membuat analisisnya
memakal metode penelitian ini.

B. Desain Pendlitian

Tempat yang dipilih sebagai lokasi penelitan sesuai dengan judul
penelitian dengan permasalahan yang digjukan Dinas Pendidikan Kabupaten
Enrekang.Sedangkan waktu penelitian dan penyusunan laporan akhir diperkiran
menyita waktu selama tiga bulan mulai bulan Nopember 2017 samapai dengan
Januari  2018.Waktu yang telah ditentukan berdasarkan dengan kesepakatan
antara peneliti dengan responden.

Tahapan kegiatan dalam penelitian ini di mula dengan tahap pra
penelitian yaitu dengan mengidentifikasi persoalan yang akan diteliti.Selanjutnya
proses penyusunan proposal penelitian yang telah dijadwakan oleh
peneliti.Dimana setelah penyusulan judul penelitian,peneliti disetujui oleh prodi

STIA LAN Makassar.Selanjutnya masuk pada tahap penetapan dosen
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pembimbing Skripsi untuk meneliti melalui rekomendasi oleh prodi STIA LAN
Makassar.Adapun pembimbing yang telah ditetapkan yakni DR.Muttagin,MBA.
C. Unit Analissdan Sumber Data
Unit analisis dalam hal ini didapatkan melalui sumber data yang diperoleh
melalui narasumber dengan cara melakukan Tanya jawab secara langsung dan
dipandu melalui pertanyaan yang sesuai dengan focus penelitian yang
dipersigpkan sebelumnya oleh penulis.dimana pertanyaan tersebut berkaitan
langsung dengan Optimilisasi Inventarisas Aset Dinas Pendidikan Kabupaten
Enrekang.
Adapun sumber data tersebut yakni:
a. Sekretaris 1 orang.
b. Kasubag Kepegawaian 1 orang.
c. Kasubag Keuangan | orang.
d. Pengurus Barang 1 orang.
e. Pembantu Pengurus Barang 1 orang.
f. Datadokumentas penelitian,berupa Foto-Foto dan Dokumen
D. Teknik dan Instrumen Pengumpulan data
1. Instrumen Pedoman Wawancara
Daam melakukan wawancarayang harus ditetapkan terlebih dahulu
adalah panduan wawancara berupa pertanyaan yang ingin digukan
sehingga data yang diperoleh efektif, efisen dan sesua dengan
penelitian.Dalam hal ini semua yang berkaitan dengan inventarisas
aset.Adapun yang akan diwawancaral yakni:

a. Sekretaris 1 orang
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b. Kasubag Umum dan Kepegawaian 1 orang

o

Kasubag Keuangan 1 orang

o

Pengurus Barang 1 orang
e. Pembantu Pengurus Barang
Jadi jumlah informan yang akan diwawancarai yaitu sebanyak 5 orang .
2. Instrumen pedoman observasi
Pengumpulan data melalui observasi merupakan kegiatan pengamatan
langsung terhadap objek kgian yang akan diteliti yaitu segala sesuatu yang
berhubungan dengan pencatatan aset dalam hal ini penatausahaan aset.
3. Instrumen Pedoman Telaah Dokumen.
Pengumpulan data dengan mengkaji data-data atau informas yang
diperolen dari lokasi pendlitian ini yaitu Inventarisass Aset Dinas
Pendidikan Kabupeten Enrekang.Intrumen penelitian terlampir sebagal
lampiran,instrument yang digunakan bermutu baik.
E. Teknik Pengelolaan dan Analisis Data
Teknik pengolah dilakukan setelah data dikumpulkan,selanjutnya perlu
diikuti kegiatan pengolahan data(data processing).Pengolahan data mencakup
mengedit (Editing) data dan mengkode (Ecoding) dataMengedit data iaah
kegiatan memeriksa data yang terkumpul.Sedangkan mengkode data memberikan
kode-kode tertentu kepada masing- masing kategori atau nilai dari setiap variable
yang dikumpulkan datanya.
1. Teknik Pengelolaan Data
Membagi metode pengolahan data dalam penelitian kualitatif menjadi tiga

tahap yaitu :
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a. Perpanjangan kelkutsertaan
Hal ini menuntut peneliti untuk terjun langsung kelapangan dalam jangka
waktu yang cukup lama.
b. Ketekunan pengamatan
Ketekunan pengamatan bermaksud untuk menemukan ciri-ciri umum dalam
situasi relevan dengan persoalan atau isu yang dicari kemudian memusatkkan
pada hal tersebut secararinci.
c. Triangulas
Triangulasi merupakan teknik memeriksa data yang memanfaatkan sesuatu
lain diluar data untuk keprluan pengecekan atau sebagai pembanding terhadap
data tersebut (Meleong 2005 :327)
2. AndisisData
Analisis data merupakan bagian yang sangat penting dalam pendlitian
ilmiah ini sebab dengan adanya andlisis data tersebut akan memberikan arahan
dan makna yang berguna dalam pemecahan masalah pneliti.Adapaun tiga cara
untuk menganlisi data Yaitu :
a Reduks Data
Miles and Huberman (Mustaji 2009 : 45) “tahap reduksi adalah proses
pemilihan informasi yang relevan dan layak untuk disgjikan dari informasi yang
telah terkumpul demikian banyak dan komple”. Usman dan Akbar (2000:87)

menambahakan “ data —data yang telah diredukss memberikan ganbaran yang
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lebih tgam tentang hasil pengamatan dan mempermudah peneliti  untuk

mencarinya jika sewaktu-waktu diperlukan”.

b. Display

Data display ialah menygjikan data dalam bentuk matrik,chart atau grafik
dan sebagainya.Dengan demikian peneliti menguasai data dan tidak terbenam
dengan setumpuk data.
c. Pengambilan keputusan dan verifikas

Miles and Huberman (Mustaji 2009:45) “pada tahap ini peneliti selalu
mengajukan uji kebenaran setigp makna yang muncull dari data”.Disamping
menyadarakan pada klarifikasi data, peneliti juga mengfokuskan pada abstaraksi
data.setigpa data menunjang komponen,diklarifikasi kembali dengan informan di
lapangan.Apabila hasil klarifikass memperkuat kesimpulan atas datamaka
pengumpulan data untuk komponen tersebut siap di hentikan (Usman dan Akbar

2000:86-67).
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BAB IV

HASIL PENELITIAN

A. Deskrips Singkat Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten
Enrekang
1. Gambaran Umum Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten
Enrekang
Keadaan Geografis Kabupaten Enrekang termasuk dalam salah satu
wilayah dalam Provinsi Sulawes Selatan yang secara astronomis terletak pada
3° 14’ 36” - 3° 50" 00” LS dan 119° 40°53” - 120° 06’ 33” BT dan berada
pada ketinggian 442 mdpl. Kabupaten enrekang adalah salah satu daerah
tingkat Il di provins Sulawesi Selatan, Indonesia. |bukota Kabupaten ini
terletak di Kota Enrekang. Kabupaten memiliki luas wilayah 1.786,01 Km?
dan berpenduduk sebanyak kurang lebih 186.579 jiwa. Kabupaten Enrekang
berbatasan dengan Tana Torgja di sebelah utara, di sebelah timur berbatasan
dengan Kabupaten Luwu dan Sidrap, di sebelah selatan berbatasan dengan
Kabupaten Sidrap dan di sebelah barat berbatasan dengan Kabupaten Pinrang.
Selama setengah dasawarsa terjadi perubahan administrasi pemerintahan baik
tingkat kecamatan maupun pada tingkat kelurahan/desa, yang awalnya pada
tahun 1995 hanya berjumlah 5 kecamatan dan 54 desalkelurahan, tetapi pada
tahun 2008 jumlah kecamatan menjadi 12 kecamatan dan 129 desa/kelurahan.
Adapun pembagian kecamatan dalam lingkup kabupaten Enrekang antaralain:
a. Kecamatan Alla

b. Kecamatan Anggerga
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c. Kecamatan Enrekang

d. Kecamatan Masalle

e. Kecamatan Buntu Batu

f. Kecamatan Baroko

g. Kecamatan Cendana

h. Kecamatan Curio

I. Kecamatan Malua

j. Kecamatan Baraka

k. Kecamatan Bungin

|. Kecamatan Maiwa

Di tinjau dari segi sosia budaya, masyarakat Kabupaten Enekang

memiliki kekhasan tersendiri. Hal tersebut disebabkan karena kebudayaan
Enrekang (Massenrempulu’) berada di antara kebudayaan Bugis, Mandar,
dan Tana Torga. Bahasa daerah yang digunakan di caradari Enrekang secara
garis besar terbagi atas 3 bahasa dari 3 rumpun etnik yang berbeda di
Massenrempulu’, Yaitu bahasa Duri, Enrekang, dan Maiwa. Bahasa Duri
dituturkan oleh pendduduk Kecamatan Alla’, Baraka, Malua, Buntu Batu,
Masdlle, Baroko, Curio dan sebagian penduduk di Kecamatan Anggeraa
Bahasa Enrekang dituturkan oleh penduduk di Kecamatan Enrekang,
Cendana, dan sebagian Penduduk di Kecamatan Anggerga. Bahasa Maiwa
dituturkan oleh penduduk di Kecamatan Bungin. Melihat dari kondisi sosial
budaya tersebut, mak beberapa masyarakat menganggap perlu adanya
penggantian nama  Kabupaten  Enrekang menjadi  Kabupaten

Massenrempulu’, sehingga terjadi keterwakilan dari sisi sosial budaya.
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2. Visi dan Misi

Vis pembangunan Kabupaten Enrekang Tahun 2014-2018, adal ah:

“Terwujudnya Enrekang Maju, Aman, Sejahtera (EMAS), menuju

Daerah Agropolitan Berwawasan Lingkungan”.

Pernyataan visi di atas memiliki makna filosofis yang akan dijabarkan
berikut ini untuk membangun kesamaan persepsi, sikap, (komitmen), dan
perilaku (partisipasi) segenap pemangku kepentingan (stakeholders) dalam
setigp tahapan proses pembangunan selama lima tahun kedepan. Enrekang,
dimakna sebagai suatu kesatuan wilayah kabupaten Enrekang yang dihuni
oleh seluruh warga masyarakat, yang menjadi fokus gerakan pembangunan
bagi semua unsur untuk mewujudkan kualitas hidup masyarakat yang lebih
baik. Maju, kondisi dimanaterjadi peningkatan kualitas SDM (Pendidikan dan
Kesehatan), ketersediaan infrastruktur yang memadal serta aplikasi teknologi.

Aman, mengandung makna keadaan yang lebih kondusif untuk
berlangsungnya aktivitas pemerintahan, sosial budaya, aktivitas ekonomi dan
investasi, yang ditandai dengan adanya rasa aman untuk berusaha/beriventas,
bekerja, beribadah serta aman dari bencana. Keadaan yang menggambarkan
perwujudan kepercayaan yang tinggi dari masyarakat kepada pemerintah
sehingga dapat menikmati kehidupan yang lebih bermutu dan maju. Sejahtera,
dimaknai dengan terjadi peningkatan kualitas hidup masyarakat yang ditandai
dengan  peningkatan perekonomian dan pendapatan masyarakat, serta
terpenuni dan tercukupinya kebutuhan hidup masyarakat baik materia

maupun spiritual secaralayak.
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Menuju Daerah Agropolitan, dalam pengertian bahwa periode
pembangunan lima (5) tahun kedepan (2014-2018) sebagai tahapan dari
proses mewujudkan daerah agropolitan 2028 sesuai vis jangka panjang
daerah, yang ditandai dengan kondis berkembangnya pusat-pusat ekonomi
berbasis pertanian yang tumbuh dan berkembang dalam suatu kawasan
pengembangan komoditi unggulan pertanian, yang didukung oleh tumbuh dan
berkembangnya berbagai aktivitas ekonomi pendukung utama sistem
agribisnis pertanian di Sulawesi Selatan.

Berwawasan lingkungan, diartikan sebagai komitmen memanfaatkan
dan mengelola sumberdaya alam secara bijaksana dalam pembangunan yang
terencana dan berkesenambungan untuk meningkatkan mutu/kualitas hudup
masyarakat masa kini dan mendatang. Misi pembangunan daerah Kabupaten
Enrekang Tahun 2014 — 2018 sebagal berikut:

a. Meningkatkan Kuaitas dan Ketersediaan Infrastruktur Pelayanan
Publik, yaitu meningkatkan dan mengembangkan kualitas dan
aksesibilitas pelayanan umum (jalan, jembatan, sanitas, air berd,
irigasi/sumber air petani, listrik, dan telekomunikasi) yang memiliki
daya dukung dan daya gerak terhadap pertumbuhan ekonomi dan sosial
yang berkeadilan masyarakat umum untuk menunjung kepentingan
masyarakat umum untuk menunjang produktifitas dan mobilitas public;

b. Meningkatkan kualitas SDM yang berdaya saing dan aplikasi teknologi,
yang peningkatan SDM masyarakat melalui penyediaan pelayanan

pendidikan dan kesehatan yang lebih baik berkualitas didukung oleh



penguasaan iptek dalam meningkatkan produktifitas dan kompetensi
masyarakat;

Mewujudkan tata kelola pemerintahaan yang baik dan disertai dengan
jaminan rasa aman dalam berbaga aktivitas kehidupan masyarakat
tanpa diskriminasi laki-laki perempuan, yaitu menerapkan prinsip -
prinsip tata kepemerintahan yang bak secara konsisten dan
berkelanjutan yang tercermin dari berkurangnya tingkat korupsi dan
meningkatnya penerapan prinsip administras pelayanan publik serta
terbentuknya birokrasi pemerintahan yang profesional, berpenerapan
prinsip administras tinggi, menjamin kepastiamn hukum, melindungi
segenap masyarakat serta memberikan kesetaraan dan keadilaan
Gender, agar memperoleh manfaat dari pembangunan yang adil dan
merata.

. Meningkatkan Perekonomian Daerah dan Pendapatan Masyarakat
berbaris Agribisnis dan Agroindustri, yatu mengembangkan
perekonomian masyarakat yang berlandaskan ekonomi kerakyatan
dengan memberdayakan masyarakat yang bertumbu  pada
pengembangan potensi dan komoditi unggulan daerah, sehingga
mendorong penciptaan lapangan kerja dan ketersediaan kebutuhan
hidup masyarakat .

Meningkatkan Sumberdaya Alam secara Optima dan Berwawasan
Linkungan, vyaitu mengembangkan pembangunan daerah yang
bermanfaat  potenss  Sumberdaya alam  disektor  pertanian,

pertambangan, SDA dan Pariwisata dengan tetap menjaga



45

kessimbangan antar pemanfaatan serta keberlanjutan SDA dan

lingkungan hidup dengan tetap menjaga fungsi dan daya dukung

lingkungan.

3. Susunan Organisasi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten

Enrekang

STRUKTUR ORGANISAS

DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN ENREKANG 2017

KEPALA DINAS

Jumurdin,S.Pd., M.Pd

SFKRFTARIS

Sumber : Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab.Enrekang

Mustafa, Spd
KELOMPOK JABATAN
—
FUNGSIONAL
SUBAG SUBAG UMUM & SUBAG
PERENCANAAN KEPEGAWAIAN KEUANGAN
Adi Purnama., ST Marlina, S, Ksi Apriaty, SE
2 v
KEPALA BIDANG KEPALA BIDANG
TINGGI KEPENDIDIKAN KEBUDAYAAN
> <
Dadang Sumarna, S.Pd., M.Pd Hamin. S.Pd
SEKSI KEPENINGKATAN SEK S| BUDAYA DAN
GTK SENI
- <
Rudi Suarman, ST Edy Junaidi, S.Pd
SEKSI PENINGKATAN SEK S| SEJARAH DAN
MUTU GTK NILAI BUDAYA
— TRADISIONAI D —
Hj. Imiati, S.Pd Marsiam, S.Pd
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B. Karateristik Sumber Data

1. Jumlah Pegawai

Pegawai adalah pelaksana tugas perkantoran baik dari segi fisik
maupun dari segi materialnya. Dalam hal ini pegawa adalah manusia yang
mempunyai sifat keterbatasan pikiran, waktu, tenaga, dan lain-lain. Dari
keterbatasan-keterbatasan yang ada kiranya perlu mendapat suatu bentuk
pembinaan- pembinaan, seperti latihan kerja dan sebagainya.

Efektif tidaknya suatu organisas tetap tergantung pada orang-orang
yang membantu dalam menyukseskan hasil luaran (output) berupa informas
kepegawaian yang akurat dan up to date sedangkan intern organisasi seperti

peningkatan dari segi kemampuan, kualitas maupun kuantitas pegawai.

Tabel 1
Jumlah Pegawai
No| JenisKeéamin Jumlah Per sentase
1 Lakil-laki 16 40%
2. Perempuan 21 60%
Jumlah 37 100%

Sumber: Dinas Pendidikan dan K ebudayaan K abupaten Enrekang 2017

Dari data diatas dapat dilihat bahwa jumlah pegawa secara
keseluruhan adalah 37 orang dimana pegawal laki-laki sebanyak 16 orang atau
40% dan pegawai perempuan sebanyak 21 orang atau 60%.

2. Golongan Pegawai
Selanjutnya penulis akan memberikan gambaran tentang keadaan

pegawal berdasarkan golongan kepangkatan dalam tabel sebagai berikut :
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Tabel 2
Golongan Pegawai
Ruang

No | Golongan a b c d | Jumlah
1. Vv 1 3 - - 4
2. [l 4 8 8 8 28
3. I 2 1 2 - 5
4. I 0 0 0 0 0

Jumlah 37

Sumber: Dinas Pendidikan dan K ebudayaan Kabupaten Enrekang 2017

Dari data diatas dapat diketahui bahwa jumlah pegawai yang
memiliki golongan 1Va sebanyak 1 orang, golongan 1Vb sebanyak 3 orang,
kesdluruhan golongan IV sebanyak 4 orang. Kemudian Golongan Illa
sebanyak 4 orang, golongan I11b sebanyak 8 orang, golongan Illc sebanyak 8
orang, golongan Il1d sebanyak 8 orang, keseluruhan golongan 111 sebanyak 28
orang. Golongan lla sebanyak 2 orang, golongan llb sebanyak 1 orang,
golongan llc sebanyak 2 orang, jadi keseluruhan golongan Il sebanyak 5
orang.

3. Tingkat Pendidikan Pegawai

Keadaan tingkat pendidikan yang dimiliki aparat yang ada pada Dinas

Perumahan, Kawasan Pemukiman dan Penataan Ruang Kabupaten Enrekang,

sebagai berikut :
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Tabel 3
Tingkat Pendidikan Pegawai

No. | Tingkat Pendidikan Jumlah Per sentase
1. S2 8 21,6%
2. S1 22 59,5%
3. D3 - -

4. SMA 7 18,9%

Jumlah 37 100%

Sumber: Dinas Pendidikan dan K ebudayaan Kabupaten Enrekang 2017

Dari data diatas dapat diketahui bahwa jumlah pegawa yang memiliki
kualifikasi pendidikan S2 sebanyak 8 orang atau 21,6%, jumlah pegawa yang
memiliki kualifikas pendidikan S1 sebanyak 22 orang atau 59,5%, jumlah
pegawai yang memiliki kualifikasi pendidikan SMA sebanyak 7 orang atau
18,9%.

C. Deskrips Hasil Pendlitian

1. Buku Inventaris

Buku Inventaris adalah buku tempat memcatat barang-barang
inventaris golongan barang menurut jenisnya masing.Kegiatan identifikasi dan
inventarisasi dimaksudkan untuk memperoleh informasi yang akurat, lengkap,
dan mutakhir mengenai kekayaan daerah yang dimiliki atau dikuasai oleh
pemerintah daerah. Untuk dapat melakukan identifikasi dan inventarisasi aset
daerah secara objektif dan dapat diandalkan, pemerintah daerah perlu
memanfaatkan profesi auditor atau jasa penilai yang independen.

Hasil wawancara dengan Pengurus Barang Dinas Pendidikan dan

K ebudayaan Kabupaten Enrekang menyatakan bahwa:
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“Penyusunan Buku Inventaris lingkup Dinas Pendidikan dan
Kebudayaan  Kab.Enrekang pendataan dilakukan oleh pengurus
barang.Berdasarkan SK Bupati No.370/KEP/V11/2017. Dari kegiatan
inventarisasi disusun buku inventaris berdasarkan golongan barang
menurut jeninya masing- masing yang bergerak maupun yang tidak
bergerak. Buku inventaris tersebut memuat data meliputi lokasi,
jenissmerk tipe, jumlah, ukuran, harga, tahun pembelian, asal barang,
keadaan barang, dan sebagainya.”

Proses awal yang harus dilakukan dalam penyusunan Buku Inventaris
adalah pencatatan Buku Inventarisasi per semester.Hal ini disampaikan oleh
pengurus barang sebagai informan.Pencatatan dilakukan setiap semester yang
dilakukan oleh Pengurus Barang terdiri dari 1 orang Andriani,S.Pd yang
dibantu oleh 1 orang Pembantu Pengurus Barang Rijadha,S.Ag.

Tabd 4
Hasil Pencatatan Semester | 2016

No. JenisBarang Pencatat Keterangan
1. | Mgadan Kursi Pengurus Barang dan Rusak ringan
Pembantu Pengurus Barang
2. | Lemari Pengurus Barang dan Baik
Pembantu Pengurus Barang
3. | Kendaraan Dinas | Pengurus Barang dan Baik
Pembantu Pengurus Barang
4. | Laptop Pengurus Barang dan Baik
Pembantu Pengurus Barang
5. | Print Pengurus Barang dan Baik
Pembantu Pengurus Barang
6. | Mesin Ketik Pengurus Barang dan Baik
Pembantu Pengurus Barang
7 | AC Pengurus Barang dan Baik
Pembantu Pengurus Barang
8 | TV Pengurus Barang dan Baik
Pembantu Pengurus Barang

Sumber: Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab.Enrekang
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Adanya buku inventaris yang lengkap, teratur dan berkelanjutan
mempunyai fungsi dan peran yang sangat penting dalam rangka pengendalian,
pemanfaatan, pengamanan dan pengawasan setigp barang serta usaha untuk
menggunakan memanfaatkan setiap barang secara maksimal sesua dengan
tujuan dan fungsinya masing-masing.

Pelaksanaan inventarisasi adalah kegiatan mencatat semua barang
milik daerah di dalam suatu instansi. Barang yang dicatat merupakan barang
bergerak, barang tidak bergerak, dan barang persediaan. Semua barang
bergerak dan tidak bergerak di catat kedalam buku inventaris sedangkan,
barang habis pakai atau barang persediaan diadministrasikan tersendiri pada
buku catatan non inventaris atau barang yang belum jelas statusnya yang
dimiliki suatu organisasi.

Hasil wawancara dengan Sekretaris Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Kabupaten Enrekang menyatakan:

“Kegiatan inventarisas merupakan suatu proses yang berkelanjutan.

Pelaksanaan inventarisas meliputi pencatatan barang milik daerah

baik barang inventaris maupun barang non inventaris, pencatatan kartu

persediaan barang, pencetakan dan penempelan nomor kode inventaris
barang, pembuatan rekap daftar barang ruang, pembuatan kartu
inventaris barang, dan pelaporan barang.”

Hasil dari seluruh pencatatan yang dilakukan akan tercipta
pelaksanaan inventarisasi barang milik daerah yang tertib administrasi
barang.

Hasil wawancara dengan Pengurus Barang Dinas Pendidikan dan

K ebudayaan Kabupaten Enrekang menyatakan:

“Hasil pendataan dan penghapusan barang daerah dari masing-masing
pengguna’kuasa pengguna, direkap kedalam buku inventaris dan
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disampaikan kepada pengelola, selanjutnya pembantu pengelola
merekap buku inventaris tersebut menjadi buku induk inventaris.”

Buku induk inventaris merupakan saldo awal pada daftar mutas
barang tahun berikutnya, selanjutnya untuk tahun-tahun berikutnya
pengguna’kuasa pengguna dan pengelola hanya membuat Daftar Mutasi
Barang (bertambah dan/atau berkurang) dalam bentuk Rekapitulasi Daftar
Barang Milik Daerah. Mutasi barang bertambah dan atau berkurang pada
masing-masing SKPD setiap semester, dicatat secara tertib pada Laporan
Mutasi Barang dan Daftar mutasi barang.

Rekapitulas Buku Inventaris merupakan dasar pembuatan Neraca
Daerah pada tahun pertama inventarisasi. Sedangkan Rekapitulasi Daftar
Mutasi Barang merupakan dasar pembuatan Neraca Daerah pada tahun kedua
hingga kelima.

Pengisian Kartu Inventaris Barang (KIB), yang terdiri dari KIB A
(Tanah), KIB B (peralatan dan mesin), KIB C (Gedung dan bangunan), KIB D
(jalan, irigasi dan jaringan), dan KIB E (Aset tetap lainnya), Kartu Inventaris
Ruangan (KIR), dan Buku Inventaris Barang di setiap unit kerja, menunjukkan
bahwa sasaran pendataan dan penghapusan yaitu barang yang ada di semua
unit/satuan kerjatelah tercapai.

KIB dan KIR selanjutnya dikompilasi dalam buku inventaris. Mulai
dari tanah sampai dengan konstruksi dalam pengerjaan yang dicatat dalam
kartu yang terpisah-pisah, selanjutnya dijadikan satu dalam buku inventaris.
Kemudian penyampaian/pengiriman Buku Inventaris Barang milik unit/satuan
kerja yang lebih rendah ke satuan yang lebih tinggi untuk direkapitulasi,

sehingga akan didapatkan Buku Inventaris Barang Daerah, menunjukkan
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bahwa alur kerja pendataan, yaitu dari bawah ke atas (bottom up) telah
terpenuhi. Dari pelaksanaan Pendataan dan penghapusan barang daerah tahun
2016 ini, dihasilkan Buku Induk Inventaris Pemerintah Kabupaten Enrekang
Tahun 2016.

Hasil wawancara dengan Pengurus Barang Dinas Pendidikan dan
K ebudayaan Kabupaten Enrekang menyatakan:

“Dengan adanya Buku Induk Inventaris, maka pendataan awal
terhadap barang milik daerah telah terpenuhi dengan baik. Dalam
mengisi buku inventaris harus dituliskan SKPD, kabupaten/kota, dan
provins terlebih dahulu. Setelah itu baru mencantumkan informasi
nomor kode barang, nomor register, nama/jenis barang, merk/type
barang, nomor sertifikat/nomor pabrik/nomor chasignomor mesin,
bahan, asal/cara perolehan barang, tahun perolehan, ukuran
barang/konstruksi, satuan, keadaan barang, jumlah barang, jumlah
harga, serta keterangan yang perlu ditambahkan.

Aset yang akan dihapus karena rusak atau hilang harus diusulkan
terlebih  dahulu kepada DPPKAD untuk mendapatkan persetujuan
penghapusan aset. Laporan semesteran ataupun tahunan yang akan diserahkan
kepada DPPKAD tetap harus dilampiri dengan Kartu Inventaris Barang dan
buku inventaris.

Agar pelaksanaan pengelolaan aset daerah dilakukan dengan baik dan
benar sehingga dapat dicapai efektivitas dan efisiensi maka pengelolaan aset
hendaknya berpegang teguh pada asas-asas sebagal berikut:

a. Azasfungsional, yaitu pengambilan keputusan dan pemecahan masalah di
bidang pengelolaan barang milik daerah yang dilaksanakan oleh kuasa
pengguna barang, pengguna barang, pengelola barang dan Kepala Daerah

sesual fungsi, wewenang dan tanggung jawab masing-masing;
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b. Azas kepastian hukum, yaitu pengelolaan barang milik daerah harus
dilaksanakan berdasarkan hukum dan peraturan perundang-undangan;

c. Azastransparang, yaitu penyelenggaraan pengelolaan barang milik daerah
harus transparan terhadap hakmasyarakat dalam memperoleh informasi
yang benar;

d. Azas efisiens, yaitu pengelolaan barang milik daerah diarahkan agar
barang milik daerah digunakan sesua dengan batasanbatasan standar
kebutuhan yang diperlukan dalam rangka menunjang penyelenggaraan
tugas pokok dan fungsi pemerintahan secara optimal;

e. Azas akuntabilitas, yaitu kegiatan pengelolaan barang milik daerah harus
dapat dipertanggungjawabkan kepada rakyat;

f. Azaskepastian nilai, yaitu pengelolaan dengan format.

Adapun tujuan penginventarisan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

Kabupaten Enrekang menurut hasil wawancara peneliti dengan Sekretaris

Dinas Pendidikan dan Kebudayaan bahwa:

“Untuk mengetahui sarana prasarana yang telah ada dan menjadi acuan
pengadaan sarana prasarana selanjutnya”.

Hasil wawancara dengan Sekretaris Dinas Pendidikan dan K ebudayaan
Kabupaten Enrekang diketahui bagaimana proses inventarisasi:

“Dimulai dari masuknya barang dicatat pada buku penerimaan

kemudian mencatat didalam buku induk dimana dari barang-barang

yang lama sampai yang baru dicatat semua”.

Berdasarkan wawancara diatas maka dapat diketahui bahwa barang

dicatat pada buku penerimaan dimulai dari masuknya barang kemudian dicatat

didalam buku induk, mulai dari barang-barang yang lama sampai yang baru.



Hal ini dibuktikan dengan hasil observasi yang dilakukan oleh penulis.

Seperti yang tampak pada gambar di bawah ini:

Foto kartu Inventaris

Dokumen ini diambil dari dokumentass Dinas Pendidikan dan
Kebudayaan Kabupaten Enrekang, pada tanggal 27 November 2017,
dokumen yang diperoleh dari telaah dokumen seperti pada gambar yang
ditampilkan.
2. Kartu Inventaris Ruangan

Kartu Inventaris Ruangan adalah kartu untuk mencatat barang-barang
inventaris yang ada dalam ruangan kerja. Pengurus barang Dinas Pendidikan
dan Kebudayaan Kabupaten Enrekang mengartikan inventarisasi sebagai
pencatatan atas barang yang dimiliki oleh suatu instansi.

“inventarisasi terkait dengan pencatatan barang yang ada di dalam

ruangan. Barang inventaris yang ada dilakukan pencatatan dengan
keterangan yang lengkap, seperti jenis atau jumlah barangnya
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Penanganan inventarisasi di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Kabupaten Enrekang terlihat dari adanya daftar barang ruangan yang
telah tertempel pada tiap ruangan”.

Hal tersebut senada dengan ungkapan dari seorang informan yaitu
Sekretaris Kantor Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Enrekang:

“inventarisasi merupakan kepengurusan barang dalam bentuk

pencatatan. Daftar barang ruangan yang tertempel pada tiap ruangan

menunjukkan salah satu penanganan inventarisasi. Daftar barang

ruangan tersebut memuat secara rinci barang apa sgja yang tersedia di

ruangan berikut jumlahnya”.

Pengurus barang Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten
Enrekang menambahkan, inventaris merupakan pencatatan atas barang milik
pemerintah. Sehingga kita harus ikut menjaga atau merawat dan terus
memanfaatkan dengan sebaik-baiknya untuk kepentingan instansi. Beliau
menceritakan lebih lanjut mengenai inventarisas di lingkungan Dinas
Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Enrekang sebagai berikut.

“Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Enrekang merupakan

unit yang memiliki tugas pokok membantu melayani atau

mempercepat pelayanan warga masyarakat. Terdapat beberapa
perangkat inventaris yang tersedia di Dinas Pendidikan dan

Kebudayaan Kabupaten Enrekang. Komputer dengan fungsinya

sebagal pengendali sistem kerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

Kabupaten Enrekang. Proses peminjaman dan pengembalian buku

serta presensi warga masyarakat dikelola sebagaimana mestinya oleh

aplikasi komputer.

Pembantu pengurus barang menambahkan pernyataan Pengurus barang
Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Enrekang dengan deskripsi
singkatnya. Beliau berpendapat berdasarkan inventarisas yang selama ini
terjadi di lingkup kerjanya. Inventarisasi dipahami sebagai proses menerima

barang yang mana dimasukan ke sistem, kemudian muncul penomoran dari

SIMDA.
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Kasubag Keuangan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten
Enrekang juga tidak luput berkomentar. Beliau berpendapat penanganan
inventarisasi di lingkup Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten
Enrekang cukup baik. Hal ini dikarenakan inventarisasi yang berlaku di Dinas
Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Enrekang kini sudah memanfaatkan
aplikasi SIMDA, berikut penjelasannya.

“inventarisasi yang berlaku di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Kabupaten Enrekang kini sudah memanfaatkan aplikasi SIMDA. Saya
rasa SIMDA sebagai aplikasi yang menfasilitasi proses penomoran
barang cukup efektif diberlakukan. SIMDA merupakan aplikasi untuk
inventaris barang yang nantinya akan menerbitkan nomor-nomor
inventaris yang tertera pada tiap barang. Hal ini akan mempermudah
proses pemeriksaan atas kepemilikan barang, karena dapat dilihat satu
persatu per jenis barangnya”.

Beberapa paparan dari beragam narasumber diatas menunjukkan
bahwa inventarisasi merupakan suatu proses mangjerial atas kepemilikan
barang atau aset suatu instansi. Barang atau aset yang dimiliki dilakukan
proses pencatatan barang secara rinci. Pencatatan barang ini dilengkapi
dengan keterangan jenis, estimasi waktu, kuantitas serta kualitas barang yang
bersangkutan. Kegiatan pencatatan barang ini bukan sekedar dijadikan sebagai
bukti operasiona suatu instansi, melainkan merupakan bentuk laporan
pertanggungjawaban.

Pemahaman akan kedudukan inventarisasi diatas merujuk pada
penanganan inventarisasi di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten
Enrekang. Penanganan inventarisasi merupakan wujud nyata dari seberapa
jauh pihak terkait memahami kedudukan inventarisasi. Keberadaan barang

inventaris kantor memerlukan proses pengelolaan, pencatatan, atau pelaporan

barang untuk mengetahui jumlah barang, penanganan barang yang ada
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maupun untuk mengetahui laporan mutasi atau penghapusan barang. Berikut
paparan hasil wawancara peneliti terhadap narasumber terkait dengan
penanganan inventarisasi di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten
Enrekang.

Kasubag Kepegawaian Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten
Enrekang menanggapi, penanganan inventarisasi sekarang sudah masuk ke
dalam sistem. Sehingga, begitu ada barang datang langsung diinventariskan.
Inventarisasi terkontrol oleh Pembantu Pengurus Barang. Pencatatan
dilakukan rutin dalam bentuk laporan bulanan, triwulan, dan tengah tahun
semester.

Kasubag Umum dan Kepegawaian menilai penanganan inventarisasi di
Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Enrekang sudah cukup baik.
Semua barang inventaris dilengkapi dengan data. Setigp pegawa  yang
mengambil barang persediaan akan mencatat di buku persediaan. Secara
detaill, Pembantu Pengurus barang Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Kabupaten Enrekang mengemukakan.

“ Barang yang diterima akan masuk ke dalam proses pengelolaan aset.

Data barang yang diterima dicatat secara manual dalam bentuk laporan

oleh panitia pengadaan barang. Laporan tersebut nantinya diserahkan

kepada pengurus barang untuk dikelola. Pengelolaan ini dilakukan
melalui pengmasukanan data aset.

Menyoroti penanganan inventarisasi di lingkungan Dinas Pendidikan
dan Kebudayaan Kabupaten Enrekang, Pembantu pengurus barang Dinas
Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Enrekang berpendapat bahwa sejauh

ini penanganan inventarisas berjalan cukup baik. Hanya ada beberapa kendala

terkait dengan berubahnya beberapa fungsi ruangan.
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“perubahan fungsi ruangan secara langsung berdampak pada
pengelolaan aset, sebagai akibat dari perubahan fungsi suatu ruangan.
Ha inilah yang seringkali menjadi kendala pihak pengelola aset,
sehingga harus beberapa periode mengecek ketersediaan barang
inventaris tiagp ruangnya. Penambahan fasilitas yang ada juga
memerlukan penanganan khusus karena otomatis dilakukan
penomoran baru. Akan tetapi, secara keseluruhan penanganan
inventarisasi bisa dikatakan bagus, semua barang sudah dilengkapi
dengan nomor inventaris”.

Sekretaris Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Enrekang
menyatakan:

“barang yang datang akan melalui proses pemeriksaan, inventarisasi,

kemudian pendistribusian.

Kasubag Keuangan memiliki pendapat yang sama mengenal
penanganan inventarisasi di lingkungan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Kabupaten Enrekang. Mengatakan bahwa penanganan inventarisasi sgjauh ini
sudah baik. Semua kebutuhan stafnya dapat terpenuhi.

“penanganan kebutuhan barang inventaris sudah menurut permintaan.
Sehingga jika barang tersebut tersedia pasti 1angsung diberikan.

Pembantu pengurus barang berpendapat bahwa:

“selama ini penanganan inventarisas yang berlaku memang sudah

cukup baik. Terbukti setiap ada barang masuk, kemudian diberi nomor

dan keberadaannya juga jelas, tigp ruangan memiliki daftar barang.

Ha tersebut menunjukkan bahwa bidang terkait penanganan

inventarisasi sudah menunjukkan kinerja yang optimal.”

Penanganan inventarisasi berpengaruh terhadap semua fungsi sistem
operasi suatu instansi. Pengelolaan barang sebagai kegiatan inti dalam
inventarisasi dilaksanakan dengan maksud agar barang dapat berdaya guna
dan berhasil gunabagi setiap pegawai. Melihat betapa pentingnya penanganan
inventarisasi dalam suatu instansi maka bidang ini tidak bisa dikelola secara

asal. Sumber daya manusia yang menanganinya perlu menguasai keahlian

tertentu. Berikut ini paparan beberapa narasumber .



59

Kasubag Umum dan Kepegawaian Dinas Pendidikan dan K ebudayaan
Kabupaten Enrekang menjelaskan lebih rinci terkait siapa sga yang
menangani inventarisasi. pengurus barang dan Pembantu pengurus barang.
Pengurus barang Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Enrekang
memaparkan bahwa ada panitia khusus yang dibentuk tiap kali kegiatan
pengadaan barang. Panitiaini dibentuk berdasarkan SK Bupati.

Berdasarkan paparan diatas dapat disimpulkan bahwa pada dasarnya
tiap bidang kerja sudah memiliki tugas dan wewenangnya masing-masing.
Pembagian tugas secara terperinci pada masing-masing staf merupakan
wewenang dari tiap Kabid . Begitu pula terkait sigpa-siapa sgja yang bertugas
menangani inventarisasi. Pada bidang tersebut ada dua posisi, yakni pengurus
barang dan Pembantu Pengurus Barang.

Suatu instansi pastilah memiliki kebijakan khusus terkait penataan
ruangan masing-masing stafnya. Begitu pula dengan ketersediaan peraatan
dan perlengkapan di setigp bidang kerja. Ketiga hal ini (penataan ruangan,
peralatan, dan perlengkapan) secara langsung mempengaruhi kinerja dari
suatu instansi. Inventarisasi sangat erat hubungannya dengan peralatan dan
perlengkapan sebagai wujud nyata dari  inventarisasi. Berikut paparan
narasumber terkait dengan ketersediaan ruangan, peralatan, dan perlengkapan

di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Enrekang

Kasubag Umum kepegawaian dan Pengurus barang Dinas Pendidikan
dan Kebudayaan Kab. Enrekang mengatakan peraatan , perlengkapan dan
fasilitas lainnya yang ada di ruang kerja sudah lumayan, dapat berfungs

dengan baik walaupun belum bisa dikatakan lengkap. Ketika disinggung
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mengenal kaitan penataan ruang kerja dengan hubungan antar staf beliau
mengatakan bahwa selama ini yang bersangkutan cukup terbantu dengan

penataan ruang yang demikian.

Taraf ideal suatu ruang kerja dan perangkat di dalamnya meliputi
berbagai hal. Taraf ideal diidentifikasikan melalui penataan ruangan yang
kondusif, kuantitas dan kualitas barang serta tingkat kebermanfaatan
perlengkapan dan peralatan yang tersedia.

Tiap satuan unit kerja suatu organisasi memiliki kebutuhan peralatan
dan perlengkapan yang berbeda satu dengan lainnya sesuai karakteristik
bidang yang dihadapi. Akan tetapi, yang dijumpai peneliti di lapangan adalah
peraatan dan perlengkapan yang tersedia pada masing-masing staf relatif
sama. Padahal dapat diketahui bahwa operator barang persediaan merupakan
posisi inti yang mengelola inventarisasi di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Kabupaten Enrekang.

Sementara itu, Kasubag Keuangan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Kabupaten Enrekang berpendapat bahwa sgjauh ini barang-barang yang ada
bisa berfungsi dengan baik sehingga bisa menunjang kinerja stafnya. Pengurus
barang Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Enrekang pun sepakat
dengan pernyataan dari Kasubag Keuangan. Sejauh ini segala perlengkapan
dan peralatan cukup membantu. Sehingga pelaksanaan tugas menjadi Iebih
mudah dan lancar.

Sekretaris Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Enrekang
menyoroti ketersediaan sarana prasarana di lingkungan Dinas Pendidikan dan

K ebudayaan Kabupaten Enrekang seperti meja, kursi, dan map yang dikatakan
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masih kurang. Bicara mengenal kualitas barang beliau mengatakan bahwa
barang-barang inventaris yang ada merupakan barang dengan kualitas bagus.
Begitu pula dengan perangkat komputer yang kerjanya lancar, kendala di
bagian sistem sudah merupakan hal yang wajar ujarnya.

Ruang kerja memang pengaturan ruangannya dirasa cukup rapi. Hal ini
dikarenakan pihaknya lebih banyak secara langsung menghadapi rekanan.
Rekanan yang dimaksudkan adalah bukan hanya rekan kerja maupun atasan,
bahkan pihak-pihak di luar lingkungan pendidikan yang berkepentingan
dengan unit Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Enrekang.
Pelayanan yang diberikan unit kerja ini bagus. Terbukti melalui keramahan
serta cepat tanggapnya staf-staf didalamnya dalam kepengurusan segala
tanggung jawabnya. Keterbatasan pengetahuan terkait peletakkan barang
inventaris dalam artian peralatan dan perlengkapan penunjang kinerja yang
masih kurang.

Berdasarkan paparan narasumber diatas, maka dapat disimpulkan
bahwa kebutuhan peralatan dan perlengkapan di masing-masing bidang kerja
Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Enrekang sudah dapat
dikatakan baik. Baik disini dalam jangkauan kualitasnya dan fungsinya. Unit
kerja yang masih merasa kurang terkait kuantitas barang adalah unit Dinas
Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Enrekang. pemenuhan kebutuhan
Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Enrekang saat ini masih dalam
proses penganggaran. Sementara itu, kendala yang terjadi lebih dikarenakan

keterbatasan ruangan dan sumber daya manusia yang ada.
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Pengamatan peneliti menunjukkan bahwa penataan ruangan di
beberapa bidang memang perlu dilakukan pengelolaan lebih lanjut. Hal ini
dikarenakan kebutuhan masing-masing bidang kerja berbeda satu sama
lainnya. Tak hanya itu, pemenuhan kebutuhan peralatan dan perlengkapan
juga menjadi hal pokok yang harus diperhatikan. Demikian pula dengan
perangkat kerja yang seharusnya diletakkan sedemikian rupa sesuai dengan
fungs dan jangka waktu pemakaiannya. Hal ini tentunya demi mewujudkan
efisens kinerja.

Inventarisasi dipahami sebagai suatu bentuk kegiatan pencatatan atas
barang atau aset milik daerah yang harus dilakukan dengan sebaik-baiknya.
Tiap instans setidaknya perlu memperhatikan kegiatan inventaris. Hal ini
dikarenakan inventarisasi merupakan bentuk pertanggungjawaban instans atas
jalannya kegiatan mangerial. Sementara itu, penanganan inventarisasi kantor
di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Enrekang pada dasarnya
berbasiskan sistem. Sistem yang dikenal dengan SIMDA.

Setigp unit kerja Kabupaten Enrekang menilai positif penanganan
inventarisasi yang selama ini berlaku. Kekurangan yang ada sebagai bentuk
keterbatasan atas tersedianya petugas. Akan tetapi, keterbatasan tersebut
bukan menjadi penghalang bagi unit kerja inventarisas untuk tidak
memberikan performa yang optimal. Semua unit kerja di Dinas Pendidikan
dan Kebudayaan Kabupaten Enrekang mengaku cukup puas dengan
penanganan inventarisas yang ada.

Hal ini dibuktikan dengan hasil oservasi yang dilakukan oleh penulis.

Seperti yang tampak pada gambar.
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Foto Kartu Inventaris Ruangan(KIR)PENGAWAS

Foto Kartu Inventaris Ruangan (KIR) KEUANGAN



Foto Kartu Inventaris Ruangan (KIR) PERENCANAAN

Foto Kartu Inventaris Ruangan (KIR) KETENAGAAN
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Foto Kartu Inventaris Ruangan (KIR) KEBUDAY AAN

Foto Kartu Inventaris Ruangan(KIR) PENDIDIKAN DASAR
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Foto Kartu Inventaris Ruangan(KIR) PAUDNI

Dokumen ini diambil dari dokumentas Dinas Pendidikan dan
Kebudayaan Kabupaten Enrekang, pada tanggal 27 November 2017,
dokumen yang diperoleh dari telaah dokumen seperti pada gambar yang
ditampilkan.

Berdasarkan hasil wawancara, telaah dokumen dan hasil observas
dapat disimpulkan bahwa Kebutuhan peralatan dan perlengkapan di masing-
masing bidang kerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Enrekang
sudah dapat dikatakan baik. Baik disini dalam jangkauan kualitasnya dan
fungsinya. Unit kerja yang masih merasa kurang terkait kuantitas barang
adalah unit Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Enrekang.
Pihaknya berujar pemenuhan kebutuhan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Kabupaten Enrekang saat ini masih dalam proses penganggaran. Sementara

itu, kendala yang terjadi lebih dikarenakan keterbatasan ruangan dan sumber
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daya manusia yang ada. Penataan ruangan di beberapa bidang memang perlu
dilakukan pengelolaan lebih lanjut. Hal ini dikarenakan kebutuhan masing-
masing bidang kerja berbeda satu sama lainnya. Tak hanya itu, pemenuhan
kebutuhan peralatan dan perlengkapan juga menjadi hal pokok yang harus
diperhatikan. Demikian pula dengan perangkat kerja yang seharusnya
diletakkan sedemikian rupa sesuai dengan fungs dan jangka waktu
pemakaiannya. Hal ini tentunya demi mewujudkan efisiens kinerja.
3. Kartu InventarisBarang
Kartu Inventaris Barang adalah kartu untuk mencatat barang-barang
Inventaris secara tersendiri atau kumpulan/kolektip.Inventarisasi merupakan
pencatatan atas barang milik daerah. Sehingga perlu dijaga, dirawat dan terus
memanfaatkan dengan sebaik-baiknya untuk kepentingan instansi. Sekretaris
Dinas Pendidikan dan Kebudayaan mengatakan pencatatan barang di Dinas
Pendidikan dan Kebudayaan sudah baik. Hal ini dikarenakan pencatatan yang
berlaku di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan kini sudah memanfaatkan
aplikasi SIMDA, berikut penjelasan beliau:
“Proses pencatatan KIB vyaitu pendataan barang,Penyusunan
barang dan keterediaan Kartu Inventaris Barang yang berlaku di
Kantor Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Enrekang .
memanfaatkan aplikass SIMDA. Saya rasa SIMDA sebagai
aplikasi yang memfasilitasi proses penomoran barang cukup efektif
diberlakukan. SIMDA merupakan aplikasi untuk inventaris barang
yang nantinya akan menerbitkan nomor-nomor inventaris yang
tertera pada tiap barang.”
Kegiatan pencatatan barang milik daerah yang dilakukan sudah
baik, hal ini dapat menunjukkan bahwa aplikas SIMDA mempermudah

proses pencatatan barang inventaris milik daerah. Senada dengan Pengurus

barang bahwa:
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“Pencatatan barang yang dilakukan sudah baik karena dibantu
aplikas SIMDA jadi tinggal masukkan barang yang akan
diinventaris. Pelaksanaan pencatatan barang diklasifikas terlebih
dahulu dengan melihat jenis barangnya. Jika barang yang akan
dilakukan pencatatan termasuk barang bergerak maka dimasukkan
ke dalam aplikas SIMDA apabila jenis barang termasuk barang
habis pakai dimasukkan ke dalam aplikasi persediaan.

Pencatatan barang inventaris milik daerah termasuk pencatatan
tanah, gedung, peralatan kantor, dan semua barang milik Dinas Pendidikan
dan Kebudayaan di masukkan ke dalam aplikass SIMDA . Kemudian
pencatatan untuk barang persediaan seperti dat tulis kantor menggunakan
aplikasi persediaan. Sementara itu Pengurus barang memberikan
penjelasan bahwa

“Pencatatan menggunakan dua aplikasi, kita melihat barangnya

terlebih dahulu termasuk jenis barang apa, kalau barang invetaris di

masukan ke dalam aplikasi SIMDA kalau barang habis pakai di

masukan dalam aplikasi persediaan.

Informasi dalam pencatatan barang harus menunjukkan keterangan
yang lengkap bagi pembacanya. Informasi yang ada di dalam pencatatan
barang inventaris dir Dinas Pendidikan dan Kebudayaan memberikan
keterangan yang lengkap terhadap barang hal ini di jelaskan oleh
Pembantu pengurus barang bahwa:

“Barang inventaris yang ada dilakukan pencatatan dengan

keterangan yang lengkap untuk pencatatan gedung dan bangunan

informasinya mencakup luas, type, tahun, Izin Mendirikan

Bangunan, letak, pengguna. Pencatatan peralatan kantor

informasinya mencakup kode, nama, no.aset, tanggal perolehan,

asal, rupiah aset.”

Pencatatan barang milik daerah perlu dilakukan dengan hati-hati

dan teliti. Pencatatan dilakukan harus serinci mungkin barang yang
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mengalamai  perubahan perlu dilakukan pencatatan. Sekretaris Dinas
Pendidikan dan K ebudayaan menambahkan bahwa:

“Semua barang yang ada di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
merupakan barang milik daerah, sehingga pencatatan harus
dilaksanakan serinci mungkin. Barang yang mengalami migrasi
pun perlu dilakukan perubahan data barangnya pada aplikasi sistem
pencatatan. Inventarisasi dapat disimpulkan sebagai bentuk
pencatatan atas barang-barang yang tersedia di unit, mulai dari
jenis, kode, nama, no.aset, tanggal perolehan, asal, rupiah aset
hingga letak barang tersebut.”

Selanjutnya informasi barang non inventaris yang dijelaskan oleh
Pengurus barang bahwa:

“Informasi yang ada di dalam pencatatan barang persediaan ada

tanggal, uraian barang masuk dan keluar, jumlah saldo, dan harga

beli”.

Barang non inventaris sebagai kebutuhan operasional yang
dipergunakan setiap harinya untuk memenuhi kebutuhan. Barang tersebut
tentunya perlu dilakukan pencatatan dengan memberikan informasi yang
lengkap sebagai bahan pertanggungjawaban. Pengurus barang
menj el askan bahwa

“Informasi yang ada di dalam pencatatan barang non inventaris

atau barang persediaan mencakup tanggal, uraian barang masuk

dan keluar, jumlah saldo, dan harga beli ”.

Pencatatan barang milik daerah dilakukan menggunakan bantuan
aplikasi yaitu aplikasi SIMDA dan aplikas persediaan. Aplikas tersebut
tentunya sangat meminimalisir kesalahan data terhadap barang. Bukan
berarti aplikasi ini sepenuhnya mempermudah pengguna. Berdasarkan

wawancara dapat diketahui bahwa aplikass SIMDA dan aplikasi

persediaan terdapat pecahan rupiah. Pengurus barang menjelaskan bahwa
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“Kesulitan  menggunakan aplikas biasanya pada saat
menyesuaikan barang dengan data di aplikasi, karena nilai harga
didalamnya terdapat pecahan rupiah”.

Berdasarkan pendapat tersebut dapat dissmpulkan bahwa
pencatatan barang milik daerah di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
sudah dilakukan, informasi dalam pencatatan mengenai identitas barang
sudah memberikan keterangan yang jelas. Pencatatan barang milik daerah
menggunakan aplikass SIMDA  untuk barang inventaris, kemudian
pencatatan barang habis pakal atau barang non inventaris menggunakan
aplikasl persediaan. Pencatatan yang dilakukan sudah memberikan
informasi  secara lengkap yakni pencatatan gedung dan bangunan
informasinya mencakup luas, type, tahun, IMB, letak, pengguna.
Pencatatan peralatan kantor informasinya mencakup kode, nama, no.aset,
tanggal perolehan, asal, rupiah aset. Berbeda dengan keterangan yang ada
di barang habis pakai. Informas yang ada di dalam pencatatan barang
habis paka ada tanggal, uraian barang masuk dan keluar, jumlah saldo,
dan harga beli. Pelaksanaan pencatatan barang mengalami kesulitan pada
saat pegawal menyesuaikan barang dengan data dalam aplikasi.

Pencatatan barang milik daerah yang termasuk barang bergerak
dan tidak bergerak di catat menggunakan aplikass SIMDA sehingga
mendapatkan label kode barang inventaris. Kemudian barang yang bersifat
habis pakal dicatat kedalam aplikasi persediaan. Menindaklanjuti barang
persediaan, pengeluaran ataupun pemasukan perlu dibuatkan kartu
persediaan barang untuk memantau saldo barang. Pembantu Pengurus

barang menjelaskan bahwa:
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“Keluar masuknya barang habis pakai dicatat manual
menggunakan Kkartu persediaan barang, pencatatan dilakukan
berdasarkan pengeluaran dan siapa yang memakai barang tersebut.

Setelah akhir bulan baru dilakukan pencatatan menggunakan

aplikasi untuk dilaporkan perbulan.”

Pencatatan menggunakan kartu persediaan barang dilakukan
secara manual juga dijelaskan Pembantu pengurus barang bahwa

“Setiap pegawai yang mengambil kertas, pegawal tersebut harus

menulis sesuai keterangannya. Keterangannya itu ada tanggal,

keterangan, masuk, keluar, sisa, keterangan kegunaan”.

Selanjutnya pencatatan barang persediaan dijelaskan lebih lanjut
oleh Pengurus barang bahwa:

“Pertama, daftar yang ada di buku persediaan barang sebagai

bentuk pencatatan manual dimasukkan, lalu muncul kondisi

barang. Stok pertamakali berapa dan apasgja.

Kartu persediaan barang sebagal pencatatan manua pemasukan
maupun pengeluaran barang.Pengurus barang Dinas Pendidikan dan
K ebudayaan menjelaskan bahwa:

“Pencatatan selalu dilakukan setiap pegawa menggunakan barang

persediaan kantor, tetapi jika hanya menggunakan satu kertas tidak

ditulis pengeluarannya.

Keluar masuknya barang habis pakai dilakukan pencatatan dengan
menggunakan kartu persediaan barang pencatatan dilakukan supaya
barang mudah dipantau saldonya. Pencatatan kartu ini setiap satu jenis
barang dibuatkan satu kartu. Pencatatan dilakukan supaya barang mudah
dipantau saldonya. Setiap ada pemasukan barang disertai bukti pemasukan
barang yang berupa kuitansi, nota, surat pengantar barang, tanda terima,

ataupun berita acara penyerahan atau serah terima barang. Sementara

untuk pengeluaran barang, juga disertai bukti pengeluaran barang yang
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dapat berupa surat penyerahan barang atau bon gudang. Selain itu setiap
terjadi pengeluaran barang dicatat tanggal pengeluaran, jumlah barang
yang dikeluarkan, dan penggunaan barang, sertajumlah sisa barang.

Pencatatan menggunakan kartu persediaan barang dilakukan setiap
hari jika ada pengeluaran barang sebagal bentuk manualnya, akan tetapi
pencatatan tidak sepenuhnya dilakukan karena jika pegawa mengambil
satu kertas HVS pegawa tidak melakukan pencatatan. Hal ini akan
mempengaruhi  keterangan pencatatan jumlah saldo yang sebenarnya.
Kemudian dari hasil seluruh pencatatan manua pegawa melakukan
rekonsiliasi setiap bulannya.

Label kode barang inventaris bertujuan untuk mengamankan dan
memberikan kejelasan status kepemilikan dan status penggunaan barang
pada masing-masing pengguna. Label kode barang inventaris di Dinas
Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Enrekang terdapat kode lokasi
dan kode barang. Barang inventaris yang berada di Dinas Pendidikan dan
Kebudayaan Kabupaten Enrekang tidak semuanya terdapat label kode
barang inventaris. Sesuai penjelasan Sekretaris Dinas Pendidikan dan
K ebudayaan bahwa:

“Label kode barang inventaris ada yang tidak diberi, karena

biasanya barang datang di masukan kemudian langsung dipakai”.

Label nomor kode inventaris di Kantor Dinas Pendidikan dan

Kebudayaan memang tidak sepenuhnya di tempel. Terbukti pada

beberapa barang yang ada di ruangan aula Kantor Dinas

Pendidikan dan Kebudayaan.

Mengenai label kode barang inventaris yang tidak ditempel,

Pengurus barang menjelaskan bahwa:
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“Label kode barang inventaris memang sudah ada tinggal

mencetaknya, tetapi begitu barang datang kemudian di masukan

dan langsung difungsikan pada unit yang membutuhkan. Untuk AC
letaknya di atas jadi pegawai kesulitan untuk menempelkan label
kode barang inventarisnya.”

Barang milik daerah yang ada di  Dinas Pendidikan dan
Kebudayaan belum sepenuhnya terdapat label kode barang inventaris.
Tidak terdapatnya label kode barang inventaris tersebut disebabkan barang
yang sudah di masukan ke dalam aplikas selanjutnya barang langsung
difungsikan pada bagian yang membutuhkan. Menindaklanjuti barang
yang tidak terdapat label kode barang inventaris, pegawai mencetak ulang
label kode inventaris tersebut. Pengurus barang menjelaskan bahwa:

“Barang yang tidak terdapat label nomor kode inventaris dibuatkan

label nomor kode inventaris barang dengan cara mencetak ulang,

kemudian ditempelkan kembali”.

Barang yang memiliki label kode barang inventaris dapat dicari
keberadaanya dengan menyesuaikan label kode barang inventaris dengan
daftar barang inventaris. Barang inventaris di Dinas Pendidikan dan
Kebudayaan sebagian bisa dicari keberadaannya. Sesua penjelasan
Pembantu pengurus barang bahwa:

“Keberadaan barang mudah dicari. Ketika melihat daftar yang ada

di aplikas kemudian disesuaikan jumlahnya dengan barang yang

ada di ruangan jika sudah sesuai maka kami anggap tidak ada

barang inventaris yang hilang ataupun tertukar.”

Keberadaan barang yang tidak sesuai dikarenakan pegawai
memindahkan barang dipergunakan untuk sementara waktu dalam suatu

acara. Kemudian barang tidak dikembalikan lagi pada tempatnya

Sekretaris Dinas Pendidikan dan Kebudayaan menjelaskan bahwa:
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“Tahapan untuk menindaklanjuti keberadaan barang yang tidak

sesual dengan data pada daftar barang inventaris maka pegawai

nanti mengecek kembali setigp ruangan, lalu mendata barang satu
persatu. Nanti barang yang ternyata di ruangan yang tidak sesual
dengan daftar barang maka tinggal dipindah barang tersebut.”

Inventaris keberadaannya mudah di cari keberadaannya. Tahapan
untuk menindaklanjuti keberadaan barang yang tidak sesuai dengan data
pada daftar barang inventaris maka pegawai nanti mengecek kembali
setiap ruangan, kemudian mendata barang satu persatu. Barang yang sudah
ditemukan kemudian dikembalikan ketempat semula.

Rekap daftar barang ruang merupakan selembar kartu hasil cetakan
data barang milik daerah yang ditempelkan kedalam masing-masing
ruang. Setiap ruang di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten
Enrekang tidak terdapat rekap daftar barang ruang. Pengurus barang
menjelaskan bahwa:

“Sebenarnya rekap daftar barang ruang sudah ada tetapi kami tidak

mencetaknya dan memang di setiap ruang Dinas Pendidikan dan

Kebudayaan tidak diberikan rekap daftar barang ruang”.

Pencatatan daftar inventaris ruang di ruang Dinas Pendidikan dan
Kebudayaan Kabupaten Enrekang menggunakan aplikass SIMDA.
Pengurus barang menjelaskan bahwa:

“Pembuatan daftar inventaris ruang menggunakan aplikasi, dalam
aplikas SIMDA ada pilihan untuk mengis data kemudian
mendapatkan hasil daftar inventaris ruang”. senada dengan
penjelasan pembantu pengurus barang bahwa “pembuatan dimulai
dari aplikasi SIMDA. Kemudian pilih menu referensi dan mengisi
data barang inventaris dan mendapatkan hasil rekap daftar barang
ruang”.

Hasil dari pengisian pada aplikas SIMDA akan menghasilkan

rekap daftar barang ruang untuk diletakkan di setiap ruangan.Dinas
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Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Enrekang tidak menempelkan
rekap daftar barang ruang yang sudah dicetak karena sering terjadi
pemindahan barang. Menurut Pengurus barang bahwa:

“Rekap daftar barang tidak tempel di masing-masing ruagan karena

setigp barang sering dipindah, tetapi dalam laporan kami tetap

mencantumkannya”.

Berdasarkan pendapat tersebut dapat disimpulkan bahwa setiap
ruang Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Enrekang tidak
terdapat rekap daftar barang ruang. Rekap daftar barang ruang sengagja
tidak diletakkan dalam setiap ruang karena barang inventaris sering
dipindah.Pembuatan rekap daftar barang ruang menggunakan aplikas
SIMDA .Kartu inventaris barang yang memuat data barang milik daerah
yang digunakan untuk mengontrol barang milik daerah berupa tanah,
gedung dan bangunan. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten
Enrekang melakukan tahapan inventarisasi berikutnya yaitu melaksanakan
pembuatan kartu inventaris barang. Pengurus Barang Dinas Pendidikan
dan Kebudayaan K abupaten Enrekang menjelaskan bahwa:

* Tanah, gedung dan bangunan dibuatkan kartu inventaris barang.

Kartu tersebut dibuat untuk mengontrol barang milik daerah berupa

tanah, gedung dan bangunan.”

Kartu inventaris barang dibuat sebagai alat untuk mengontrol
barang. Informasi didalamnya juga memuat identitas tanah maupun
gedung dan bangunan yang rill. Pembuatan kartu inventaris tanah dengan
menindaklanjuti pencatatan barang milik daerah. Pengurus barang

menj el askan bahwa

“Pembuatan Kkartu inventaris barang dengan mencatat identitas
barang yang mencakup nama barang, kode barang, luas, tahun
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pengadaan, letak/alamat, status tanah, penggunaan, asal usul,
harga, keterangan. Masing-masing barang dibuatkan satu kartu
inventaris barang.”
Pembuatan kartu inventaris barang juga dijelaskan Pembantu
pengurus barang bahwa:
“Pembuatannya pegawai tinggal mengisi kolom berdasarkan judul
perkolom. Judul kolomnya mencakup nama barang, kode barang,
luas, tahun pengadaan, letak/aamat, status tanah, penggunaan, asal
usul, harga, keterangan. nah, kartu inventaris barang ini hanya
untuk satu jenis barang. Pembuatan gedung dan bangunan juga
seperti ini namun dibuatkan kartu inventaris barang sendiri.”
Berdasarkan penjelasan tersebut dapat disimpulkan bahwa di
Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Enrekang hanya membuat
kartu inventaris barang tanah dan bangunan. Kantor Dinas Pendidikan dan
K ebudayaan tidak membuat kartu inventaris barang untuk irigasi,jalan dan
pengairan. Kartu inventaris barang dimaksud sebagai aat kontrol
perkembangan barang, baik mengalami penurunan maupun penambahan
luas tanah ataupun gedung dan bangunan. Pembuatannya dengan mengisi
identitas barang didalam kolom yang sudah disediakan. Informasi
didalamnya mencakup nama barang, kode barang, luas, tahun pengadaan,
letak/alamat, status tanah, penggunaan, asal usul, harga, keterangan.

Hal ini dibuktikan dengan hasil oservasi yang dilakukan oleh penulis.

Seperti yang tampak pada gambar.
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Dokumen ini diambil dari dokumentasi Dinas Pendidikan dan
Kebudayaan Kabupaten Enrekang, pada tanggal 27 November 2017,
dokumen yang diperoleh dari telaah dokumen seperti pada gambar yang

ditampilkan.

Foto Kartu Inventaris Barang(K1B)
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Berdasarkan hasil wawancara, telaah dokumen dan hasil observasi
dapat dissmpulkan bahwa Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten
Enrekang hanya membuat kartu inventaris barang ,tanah ,mesin dan
gedung bangunan. Hasil pendlitian juga menunjukkan kartu inventaris
barang terdapat satu jenis barang. Hal ini dikarenakan supaya barang
tersebut dapat di kontrol perkembangannya, baik mengalami penurunan

maupun penambahan luas tanah ataupun gedung dan bangunan.
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BAB V

PEMBAHASAN

A. Buku Inventaris

Buku Inventaris adalah buku tempat mencatat barang inventaris
golongan barang menurut jenisnya masing-masing.Kegiatan identifikasi dan
inventarisasi dimaksudkan untuk memperoleh informasi yang akurat, lengkap,
dan mutakhir mengenai kekayaan daerah yang dimiliki atau dikuasai oleh
pemerintah daerah. Untuk dapat melakukan identifikasi dan inventarisasi aset
daerah secara objektif dan dapat diandalkan, pemerintah daerah perlu
memanfaatkan profesi auditor atau jasa penilai yang independen.

Adanya buku inventaris yang lengkap, teratur dan berkelanjutan
mempunyai fungsi dan peran yang sangat penting dalam rangka pengendalian,
pemanfaatan, pengamanan dan pengawasan setigp barang serta usaha untuk
menggunakan memanfaatkan setiap barang secara maksimal sesuai dengan
tujuan dan fungsinya masing-masing.

Pelaksanaan inventarisasi adalah kegiatan mencatat semua barang
milik daerah di dalam suatu instansi. Barang yang dicatat merupakan barang
bergerak, barang tidak bergerak, dan barang persediaan. Semua barang
bergerak dan tidak bergerak di catat kedalam buku inventaris sedangkan,
barang habis pakai atau barang persediaan diadministrasikan tersendiri pada
buku catatan non inventaris atau barang yang belum jelas statusnya yang
dimiliki suatu organisasi.

Hasil dari seluruh pencatatan yang dilakukan akan tercipta pel aksanaan

inventarisasi barang milik/kekayaan negara yang tertib administrasi barang.
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Hasil pendataan dan penghapusan barang daerah dari masing-masing
pengguna’kuasa pengguna, direkap kedalam buku inventaris dan disampaikan
kepada pengelola, selanjutnya pembantu pengelola merekap buku inventaris
tersebut menjadi buku induk inventaris.

Buku induk inventaris merupakan saldo awal pada daftar mutasi
barang tahun berikutnya, selanjutnya untuk tahun-tahun berikutnya
penggunalkuasa pengguna dan pengelola hanya membuat Daftar Mutasi
Barang (bertambah dan/atau berkurang) dalam bentuk Rekapitulasi Daftar
Barang Milik Daerah. Mutas barang bertambah dan atau berkurang pada
masing-masing SKPD setigp semester, dicatat secara tertib pada Laporan
Mutasi Barang dan Daftar mutasi barang.

Rekapitulas Buku Inventaris merupakan dasar pembuatan Neraca
Daerah pada tahun pertama inventarisasi. Sedangkan Rekapitulasi Daftar
Mutasi Barang merupakan dasar pembuatan Neraca Daerah pada tahun kedua
hingga kelima.

Pengisian Kartu Inventaris Barang (KIB), yang terdiri dari KIB A
(Tanah), KIB B (mesin dan peralatan), KIB C (Gedung dan bangunan), KIB D
(jalan, irigas dan jaringan), dan KIB E (Aset tetap lainnya), Kartu Inventaris
Ruangan (KIR), dan Buku Inventaris Barang di setiap unit kerja, menunjukkan
bahwa sasaran pendataan dan penghapusan yaitu barang yang ada di semua
unit/satuan kerjatelah tercapai.

KIB dan KIR selanjutnya dikompilasi dalam buku inventaris. Mulai
dari tanah sampai dengan konstruksi dalam pengerjaan yang dicatat dalam

kartu yang terpisah-pisah, selanjutnya dijadikan satu dalam buku inventaris.
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Kemudian penyampaian/pengiriman Buku Inventaris Barang milik unit/satuan
kerja yang lebih rendah ke satuan yang lebih tinggi untuk direkapitulasi,
sehingga akan didapatkan Buku Inventaris Barang Daerah, menunjukkan
bahwa alur kerja pendataan, yaitu dari bawah ke atas (bottom up) telah
terpenuhi. Dari pelaksanaan Pendataan dan penghapusan barang daerah tahun
2016 ini, dihasilkan Buku Induk Inventaris Pemerintah Kabupaten Enrekang
Tahun 2016.

Dengan adanya Buku Induk Inventaris, maka pendataan awal terhadap
barang milik daerah telah terpenuhi dengan baik. Daam mengisi buku
inventaris harus dituliskan SKPD, kabupaten/kota, dan provins terlebih
dahulu. Setelah itu baru mencantumkan informasi nomor kode barang, nomor
register, namaljenis barang, merk/type barang, nomor sertifikat/nomor
pabrik/nomor chasislnomor mesin, bahan, asal/cara perolehan barang, tahun
perolehan, ukuran barang/konstruksi, satuan, keadaan barang, jumlah barang,
jumlah harga, serta keterangan yang perlu ditambahkan.

Pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Enrekang, setelah
buku inventaris dibuat, dibuat pula rekap buku inventaris yang beris
rangkuman dari buku inventaris. Jika buku inventaris berisi macam-macam
aset secara rinci seperti yang tercantum dalam KIB, rekap buku inventaris ini
merupakan total masing-masing golongan sgja. Buku inventaris dan rekap
yang dibuat oleh masing-masing SKPD diserahkan kepada DPPKAD.
Selanjutnya DPPKAD membuat Buku Induk Inventaris yang merupakan
gabungan dari semua catatan buku inventaris masing-masing SKPD. Untuk

mendapatkan data barang dan pembuatan buku induk inventaris yang benar,
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dapat dipertanggungjawabkan dan akurat terbarukan maka dilakukan melalui

Pendataan dan penghapusan Barang Daerah setigp 5 (lima) tahun sekali.

Aset yang akan dihapus karena rusak atau hilang harus diusulkan
terlebih  dahulu kepada DPPKAD untuk mendapatkan persetujuan
penghapusan aset. Laporan semesteran ataupun tahunan yang akan diserahkan
kepada DPPKAD tetap harus dilampiri dengan Kartu Inventaris Barang dan
buku inventaris.

Agar pelaksanaan pengelolaan aset daerah dilakukan dengan baik dan
benar sehingga dapat dicapai efektivitas dan efisiensi maka pengelolaan aset
hendaknya berpegang teguh pada asas-asas sebagal berikut:

a. Azasfungsional, yaitu pengambilan keputusan dan pemecahan masalah di
bidang pengelolaan barang milik daerah yang dilaksanakan oleh kuasa
pengguna barang, pengguna barang, pengelola barang dan Kepala Daerah
sesuai fungsi, wewenang dan tanggung jawab masing-masing;

b. Azas kepastian hukum, yaitu pengelolaan barang milik daerah harus
dilaksanakan berdasarkan hukum dan peraturan perundang-undangan;

c. Azastransparang, yaitu penyelenggaraan pengelolaan barang milik daerah
harus transparan terhadap hakmasyarakat dalam memperoleh informasi
yang benar;

d. Azas efisiens, yaitu pengelolaan barang milik daerah diarahkan agar
barang milik daerah digunakan sesua dengan batasanbatasan standar
kebutuhan yang diperlukan dalam rangka menunjang penyelenggaraan

tugas pokok dan fungsi pemerintahan secara optimal;
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e. Azas akuntabilitas, yaitu kegiatan pengelolaan barang milik daerah harus
dapat dipertanggungjawabkan kepada rakyat;
f. Azaskepastian nilai, yaitu pengelolaan dengan format.

Adapun tujuan penginventarisan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Kabupaten Enrekang untuk mengetahui sarana prasarana yang telah ada dan
menjadi acuan pengadaan sarana prasarana selanjutnya. Barang dicatat pada
buku penerimaan dimulai dari masuknya barang kemudian dicatat didalam
buku induk, mulai dari barang-barang yang lama sampai yang baru.

. Kartu Inventaris Ruangan

Kartu Inventararis Ruangan adalah kartu untuk mencatat barang-
barang inventaris yang ada dalam ruangan kerja.Pengurus barang Dinas
Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Enrekang mengartikan inventarisasi
sebagai pencatatan atas barang yang dimiliki oleh suatu instansi. Inventarisasi
adalah kegiatan yang bergerak di bidang kepengurusan barang yang mana
condong kearah pencatatan barang. Inventarisas terkait dengan penanganan
barang. Barang inventaris yang ada dilakukan pencatatan dengan keterangan
yang lengkap, seperti jenis atau jumlah barangnya. Penanganan inventarisasi
di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Enrekang terlihat dari
adanya daftar barang ruangan yang telah tertempel padatiap ruangan.

Pengurus barang Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten
Enrekang menambahkan, inventaris merupakan pencatatan atas barang milik
pemerintah. Sehingga kita harus ikut menjaga atau merawat dan terus

memanfaatkan dengan sebaik-baiknya untuk kepentingan instansi. Beliau
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menceritakan lebih lanjut mengenai inventarisas di lingkungan Dinas
Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Enrekang sebagai berikut.

Pembantu pengurus barang menambahkan pernyataan Pengurus barang
Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Enrekang . Beliau berpendapat
berdasarkan inventarisas yang sedlama ini terjadi di lingkup kerjanya
Inventarisasi dipahami sebagai proses menerima barang yang mana di masukan
ke sistem, kemudian muncul penomoran dari SIMDA. Ha ini dikarenakan
inventarisasi yang berlaku di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten
Enrekang kini sudah memanfaatkan aplikasi SIMDA.

Beberapa paparan dari beragam narasumber diatas menunjukkan
bahwa inventarisass merupakan suatu proses mangerial atas kepemilikan
barang atau aset suatu instansi. Barang atau aset yang dimiliki dilakukan
proses pencatatan barang secara rinci. Pencatatan barang ini dilengkapi
dengan keterangan jenis, estimasi waktu, kuantitas serta kualitas barang yang
bersangkutan. Kegiatan pencatatan barang ini bukan sekedar dijadikan sebagai
bukti operasional suatu instansi, melainkan merupakan bentuk laporan
pertanggungjawaban.

Pemahaman akan kedudukan inventarisas diatas merujuk pada
penanganan inventarisasi di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten
Enrekang. Penanganan inventarisass merupakan wujud nyata dari seberapa
jauh pihak terkait memahami kedudukan inventarisasi. Keberadaan barang
inventaris kantor memerlukan proses pengelolaan, pencatatan, atau pelaporan
barang untuk mengetahui jumlah barang, penanganan barang yang ada

maupun untuk mengetahui laporan mutasi atau penghapusan barang. Berikut
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paparan hasil wawancara peneliti terhadap narasumber terkait dengan
penanganan inventarisasi di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten
Enrekang.

Pengurus Barang Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten
Enrekang menanggapi, penanganan inventarisasi sekarang sudah masuk ke
dalam sistem. Sehingga, begitu ada barang datang langsung diinventariskan.
Inventarisasi terkontrol oleh pusat di bagian aset gedung. Pencatatan
dilakukan rutin dalam bentuk laporan bulanan, triwulan, dan tengah tahun
semester.

Kasubag Umum dan Kepegawaian menilai penanganan inventarisasi di
Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Enrekang sudah cukup baik.
Semua barang inventaris dilengkapi dengan data. Setiap sub bagian yang
mengambil barang persediaan akan mencatat di buku persediaan.

Melihat penanganan inventarisasi di lingkungan Dinas Pendidikan dan
Kebudayaan Kabupaten Enrekang, Pembantu pengurus barang Dinas
Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Enrekang berpendapat bahwa sejauh
ini penanganan inventarisasi berjalan cukup baik.

Sekretaris memiliki pendapat yang sama mengenai penanganan
inventarisasi di lingkungan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten
Enrekang. Mengatakan bahwa penanganan inventarisasi sejauh ini sudah baik.
Semua kebutuhan stafnya dapat terpenuhi. Hal ini ditunjukkan ketika
bidangnya melaporkan butuh barang tertentu, yang bersangkutan langsung

dapat memenuhinya.
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Penanganan inventarisasi berpengaruh terhadap semua fungsi sistem
operas suatu instansi. Pengelolaan barang sebagal kegiatan inti dalam
inventarisasi dilaksanakan dengan maksud agar barang dapat berdaya guna
dan berhasil guna bagi setiap pegawai. Melihat betapa pentingnya penanganan
inventarisasi dalam suatu instansi maka bidang ini tidak bisa dikelola secara
asal. Sumber daya manusia yang menanganinya perlu menguasai keahlian
tertentu. Berikut ini paparan beberapa narasumber terkait inventarisasi.

Kasubag Umum dan Kepegawaian Dinas Pendidikan dan K ebudayaan
Kabupaten Enrekang mendeskripsikan lebih rinci terkait sigpa saja yang
menangani bagian inventarisasi. pengurus barang dan dan Pembantu pengurus
barang. Pengurus barang dan Pembantu Pengurus barang Dinas Pendidikan
dan Kebudayaan Kabupaten Enrekang memaparkan bahwa ada panitia khusus
yang dibentuk tigp kali kegiatan pengadaan barang. Panitia ini dibentuk
berdasarkan SK Bupati.

Berdasarkan paparan diatas dapat disimpulkan bahwa pada dasarnya
tiap bidang kerja sudah memiliki tugas dan wewenangnya masing-masing.
Pembagian tugas secara terperinci pada masing-masing staf merupakan
wewenang dari tigp Kabid dan Subag. Begitu pula terkait sigpa-siapa sgja
yang bertugas menangani inventarisasi. Pada bidang tersebut,inventarisas
ditangani oleh dua posisi, yakni pengurus barang dan Pembantu pengurus
barang,yang mana keduanya mempunya fungsi untuk mencatatat barang
kedalam buku inventaris kartu inventaris ruangan dan kartu Inventaris barang

Taraf ideal suatu ruang kerja dan perangkat di dalamnya melipuiti

berbagai hal. Taraf ideal diidentifikasikan melalui penataan ruangan yang
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kondusif, kuantitas dan kualitas barang serta tingkat kebermanfaatan
perlengkapan dan peralatan yang tersedia. Sementara itu, realita di lapangan
menunjukkan hal yang tidak sedemikian adanya. Bidang kerja subag umum
dan kepegawaian yang begitu kompleks tidak diimbangi dengan ketersediaan
ruangan yang kondusif. Hal ini menimbulkan ruangan menjadi tidak teratur,
barang dan dokumen yang ada di dalamnyatidak terorganisasi dengan baik.

Tiap satuan unit kerja suatu organisasi memiliki kebutuhan peralatan
dan perlengkapan yang berbeda satu dengan lainnya sesuai karakteristik
bidang yang dihadapi. Akan tetapi, yang dijumpai peneliti di lapangan adalah
peralatan dan perlengkapan yang tersedia pada masing-masing staf relatif
sama. Padaha dapat diketahui bahwa operator barang persediaan merupakan
posisi inti yang mengelolainventarisasi di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Kabupaten Enrekang.

Sekretaris Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Enrekang
menyoroti ketersediaan sarana prasarana di lingkungan Dinas Pendidikan dan
Kebudayaan Kabupaten Enrekang seperti meja, kursi, dan laptop yang
dikatakan masih kurang. Bicara mengenai kualitas barang beliau mengatakan
bahwa barang-barang inventaris yang ada merupakan barang dengan kualitas
bagus. Begitu pula dengan perangkat komputer yang kerjanya lancar, kendala
di bagian sistem sudah merupakan hal yang wajar ujarnya.

Bicara mengenai kesesuaian barang beliau menjelaskan bahwa selama
ini barang yang ada sudah sesuai kebutuhan. Keterbatasan hanya terjadi pada
barang tertentu sga. Spesifikasi dan sebagainya barangkali bisa diganti

dengan barang yang lain.
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Ruang kerja memang pengaturan ruangannya dirasa cukup rapi. Hal ini
dikarenakan pihaknya lebih banyak secara langsung menghadapi rekanan.
Rekanan yang dimaksudkan adalah bukan hanya rekan kerja maupun atasan,
bahkan pihak-pihak di luar lingkungan pendidikan yang berkepentingan
dengan unit Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Enrekang.
Pelayanan yang diberikan unit kerja ini bagus. Terbukti melalui keramahan
serta cepat tanggapnya staf-staf didalamnya dalam kepengurusan segala
tanggung jawabnya. Keterbatasan pengetahuan terkait peletakkan barang
inventaris dalam artian peralatan dan perlengkapan penunjang kinerja yang
masih kurang. Letak lemari dokumen yang berada di seberang meja pelayanan
masyarakat.

Disinggung mengenal pelayanan kebutuhan barang beliau mengatakan
bahwa permintaan kebutuhan barang dikelola oleh bagian persediaan. Ketika
barang yang dibutuhkan tidak dapat disediakan saat itu juga, pihaknya
berinisiatif untuk menanganinya sendiri. Penanganan secara individua ini
nantinya dilaporkan ke bagian umum. Beliau menyimpulkan bahwa secara
keseluruhan pelayanan kebutuhan barang sudah bagus. Kuantitas maupun
kualitas barang .

Berdasarkan paparan perseps narasumber diatas, maka dapat
dismpulkan bahwa kebutuhan peralatan dan perlengkapan di masing-masing
bidang kerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Enrekang sudah
dapat dikatakan baik. Baik disini dalam jangkauan kualitasnya dan fungsinya.
Unit kerja yang masih merasa kurang terkait kuantitas barang adalah unit

Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Enrekang. Pihaknya berujar
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pemenuhan kebutuhan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten
Enrekang saat ini masih dalam proses penganggaran. Sementara itu, kendala
yang terjadi lebih dikarenakan keterbatasan ruangan dan sumber daya manusia
yang ada.

Inventarisasi dipahami sebagai suatu bentuk kegiatan pencatatan atas
barang atau aset milik daerah yang harus dilakukan dengan sebaik-baiknya.
Tiap instans setidaknya perlu memperhatikan kegiatan inventaris. Hal ini
dikarenakan inventarisasi merupakan bentuk pertanggungjawaban instans atas
jalannya kegiatan mangjerial. Sementara itu, penanganan inventarisas di
Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Enrekang pada dasarnya
berbasiskan sistem. Sistem yang dikenal dengan SIMDA tersebut merupakan
sistem yang digunakan oleh para pengurus barang Kab.Enrekang

Setigp unit kerja Kabupaten Enrekang menilai positif penanganan
inventarisasi yang selama ini berlaku. Kekurangan yang ada sebagai bentuk
keterbatasan atas tersedianya petugas. Akan tetapi, keterbatasan tersebut
bukan menjadi penghalang bagi unit kerja inventarisas untuk tidak
memberikan informasi yang optimal. Semua unit kerja di Dinas Pendidikan
dan Kebudayaan Kabupaten Enrekang mengaku cukup puas dengan
penanganan inventarisas yang ada.

. Kartu Inventaris Barang

Kartu Inventaris Barang adalah kartu untuk mencatat barang-barang
secara tersendiri atau kumpulan/kolektif.Inventarisas merupakan pencatatan
atas barang milik daerah. Sehingga perlu dijaga, dirawat dan terus

memanfaatkan dengan sebaik-baiknya untuk kepentingan instansi. Sekretaris
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Dinas Pendidikan dan Kebudayaan mengatakan pencatatan barang di Dinas
Pendidikan dan Kebudayaan sudah baik. Hal ini dikarenakan pencatatan yang
berlaku di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan kini sudah memanfaatkan
aplikasi SIMDA.

Kegiatan pencatatan barang milik Daerah yang dilakukan sudah baik,
hal ini dapat menunjukan bahwa aplikass SIMDA mempermudah proses
pencatatan barang inventaris milik daerah.

Pencatatan barang inventaris milik daerah termasuk pencatatan
tanah,,gedung,peralatan kantor, dan semua barang milik Dinas Pendidikan
dan Kebudayaan di masukan ke dalam aplikast SIMDA .Kemudian pencatatan
barang persediaan seperti adat tulis kantor menggunakan aplikas
persediaan.Informasi dalam pencatatan barang harus menunjukan keterangan
yang lengkap bagi pembaca.

Pencatatan barang milik daerah perlu dilakukan dengan hati-hati dan
teliti.Pencatatn dilakukan harus serinci mungkin barang yang mengalami
perubahan perlu dilakukan pencatatn.

Barang non inventaris sebagai kebutuhan operasiona yang
dipergunakan setiap harinya untuk memenuhi kebutuhan.Barang terebut
tentunya perlu dilakukan pencatath dengan memberikan informas yang
lengkap sebagai bahan pertanggungjawaban.

Pencatatan barang milik daerah dilakukan menggunakan bantuan
aplikasi yaitu aplikai SIMDA dan aplikasi persediaan . Aplikas tersebut
tentunya sangat membantu dalam pencatatan kesalahan data terhadap barang.

Bukan berarti aplikasi ini sepenuhnya mempermudah pengguna.berdasarkan
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wawancara dapat diketahui bahwa aplikass SIMDA dan aplikasi
persediaan terdapat pecahan rupiah. Kesulitan yang dialami pada saat
memasukkan data terjadi karena aplikass memiliki sifat yang kaku.
Pencatatan barang milik daerah di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan sudah
dilakukan, informasi dalam pencatatan mengena identitas barang sudah
memberikan keterangan yang jelas. Pencatatan barang milik daerah
menggunakan aplikasi SIMDA untuk barang inventaris, kemudian
pencatatan barang habis pakai atau barang non inventaris menggunakan
aplikasi persediaan. Pencatatan yang dilakukan sudah memberikan informasi
secara lengkap yakni pencatatan gedung dan bangunan informasinya
mencakup luas, type, tahun, IMB, letak, pengguna. Pencatatan peraatan
kantor informasinya mencakup kode, nama, no.aset, tanggal perolehan, asal,
rupiah aset. Berbeda dengan keterangan yang ada di barang habis pakai.
Informasi yang ada di dalam pencatatan barang habis paka ada tanggal,
uraian barang masuk dan keluar, jumlah saldo, dan harga beli. Pelaksanaan
pencatatan barang mengalami kesulitan pada saat pegawa menyesuaikan
barang dengan data dalam aplikasi.

Pencatatan barang yang termasuk barang bergerak dan tidak bergerak
di catat menggunakan aplikas SIMDA sehingga mendapatkan label kode
barang inventaris. Kemudian barang yang bersifat habis paka dicatat
kedalam aplikasi persediaan. Menindaklanjuti barang persediaan, pengeluaran
ataupun pemasukan perlu dibuatkan kartu persediaan barang untuk memantau

saldo barang.
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Keluar masuknya barang habis pakai dilakukan pencatatan dengan
menggunakan kartu persediaan barang pencatatan dilakukan supaya barang
mudah dipantau saldonya. Pencatatan kartu ini setiap satu jenis barang
dibuatkan satu kartu. Pencatatan dilakukan supaya barang mudah dipantau
saldonya. Setiap ada pemasukan barang disertai bukti pemasukan barang
yang berupa kuitansi, nota, surat pengantar barang, tanda terima, ataupun
berita acara penyerahan atau serah terima barang. Sementara untuk
pengeluaran barang, juga disertai bukti pengeluaran barang yang dapat berupa
surat penyerahan barang atau nota pesanan. Selain itu setigp terjadi
pengeluaran barang dicatat tanggal pengeluaran, jumlah barang yang
dikeluarkan, dan penggunaan barang, serta jumlah sisa barang.

Pencatatan menggunakan kartu persediaan barang dilakukan setiap
hari jika ada pengeluaran barang sebagai bentuk manualnya, akan tetapi
pencatatan tidak sepenuhnya dilakukan karena jika pegawa mengambil satu
kertas HV S pegawai tidak melakukan pencatatan. Hal ini akan mempengaruhi
keterangan pencatatan jumlah saldo yang sebenarnya. Kemudian dari hasil
seluruh pencatatan manual pegawai melakukan rekonsiliasi setiap bulannya.

Label kode barang inventaris bertujuan untuk mengamankan dan
memberikan kejelasan status kepemilikan dan status penggunaan barang pada
masing-masing pengguna. Label kode barang inventaris di Dinas Pendidikan
dan Kebudayaan Kabupaten Enrekang terdapat kode lokasi dan kode barang.
Barang inventaris yang berada di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

Kabupaten Enrekang tidak semuanya terdapat label kode barang inventaris.
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Barang milik daerah yang ada di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
belum sepenuhnya terdapat label kode barang inventaris. Tidak terdapatnya
label kode barang inventaris tersebut disebabkan barang yang sudah di
masukan ke dalam aplikas selanjutnya barang langsung difungsikan pada
bagian yang membutuhkan. Menindaklanjuti barang yang tidak terdapat |abel
kode barang inventaris, pegawa mencetak ulang label kode inventaris
tersebut.

Barang yang memiliki label kode barang inventaris dapat dicari
keberadaanya dengan menyesuaikan label kode barang inventaris dengan
daftar barang inventaris. Barang inventaris di  Dinas Pendidikan dan
Kebudayaan sebagian bisa dicari keberadaannya. Keberadaan barang yang
tidak sesua dikarenakan pegawa memindahkan barang dipergunakan untuk
sementara waktu dalam suatu acara. Kemudian barang tidak dikembalikan
lagi padatempatnya.

Berdasarkan pendapat tersebut dapat disimpulkan bahwa tidak semua
barang inventaris terdapat label kode barang inventaris. Barang yang tidak
terdapat label kode barang inventaris maka pegawa mencetak ulang label
tersebut kemudian menempelkan label kode barang inventarisnya.

Rekap daftar barang ruang merupakan selembar kartu hasil cetakan
data barang milik daerah yang ditempelkan kedalam masing-masing ruang.
Setigp ruang di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Enrekang
tidak terdapat rekap daftar barang ruang.

Pembuatan rekap daftar barang ruang di  Dinas Pendidikan dan

Kebudayaan Kabupaten Enrekang dari hasil masukan data barang inventaris
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milik daerah. Rekap daftar barang ruang sudah dicetak tetapi tidak di letakkan
di setigp ruangan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan.

Pencatatan daftar inventaris ruang di  Dinas Pendidikan dan
Kebudayaan Kabupaten Enrekang menggunakan aplikasi SIMDA dimulai
dari referenss kemudian mengisi tabel ruang. Hasil dari pengisian pada
aplikass SIMDA akan menghasilkan rekap daftar barang ruang untuk
diletakkan di setigp ruangan. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten
Enrekang tidak menempelkan rekap daftar barang ruang yang sudah dicetak
karena sering terjadi pemindahan barang.

Berdasarkan pendapat tersebut dapat disimpulkan bahwa setiap ruang
Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Enrekang tidak terdapat rekap
daftar barang ruang. Rekap daftar barang ruang sengagja tidak diletakkan
dalam setiap ruang karena barang inventaris sering dipindah.

Kartu inventaris barang yang memuat data barang milik daerah yang
digunakan untuk mengontrol barang milik daerah berupa tanah, gedung dan
bangunan. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Enrekang
melakukan tahapan inventarisas berikutnya yaitu melaksanakan pembuatan
kartu inventaris barang.

Kartu inventaris barang dibuat sebagai alat untuk mengontrol barang.
Informasi didalamnya juga memuat identitas tanah maupun gedung dan
bangunan yang rill. Pembuatan kartu inventaris tanah dengan menindaklanjuti
pencatatan barang milik daerah.

Pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Enrekang hanya

membuat kartu inventaris barang tanah dan bangunan. Dinas Pendidikan dan
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Kebudayaan belum membuat kartu inventaris barang untuk peralatan dan
mesin. Kartu inventaris barang dimaksud sebagal alat kontrol perkembangan
barang, baik mengalami penurunan maupun penambahan luas tanah ataupun
gedung dan bangunan. Pembuatannya dengan mengisi identitas barang
didalam kolom yang sudah disediakan. Informas didalamnya mencakup
nama barang, kode barang, luas, tahun pengadaan, letak/alamat, status tanah,

penggunaan, asal usul, harga, keterangan.
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BAB VI

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan dengan menggunakan
beberapa indikator, dapat ditarik kesimpulan bahwa Optimilisasi Inventarisasi
Aset Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Enrekang dilihat dari
indikator-indikator berikut yang digjukan yaitu:

1. Buku Inventaris

Buku inventaris adalah buku tempat mencatat barang-barang inventaris
bangunan,seperti rumah dinas,inventaris tanah,Inventaris Peralatan mesin  dan
lain-lain.berdasarkan pada indikator proses pencatatan barang, proses penyusunan
buku inventaris dan ketersediaan buku inventaris maka dapat disimpulkan bahwa
pencatatan barang pada buku Inventaris pada tahun 2016 sudah baik ini dapat
dilihat pada pencatatan laporan keuangan tahun 2016.Sedangkan pencatatan buku
inventaris tahun 2015 belum optimal dikarenakan masih ada barang yang belum
tercatat sebagal aset dan belum diberi label ini juga dapat dilihat pada pencatatan
laporan keuangan tahun 2015 .Dari pendataan barang milik daerah tahun 2016
dihasilkan  Buku Invenatris Dinas Pendidikan dan  Kebudayaan
Kab.Enrekang,dengan adanya Buku Inventaris maka pendataan terhadap barang
milik daerah telah terpenuhi dengan baik.

2. Kartu Inventaris Ruangan
Kartu Inventaris Ruangan adalah kartu untuk mencatat barang- barang

inventaris yang ada dalam ruangan kerja. Berdasarkan pada indikator proses
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pencatatan barang kartu inventaris ruangan, proses penyusunan barang kartu
inventaris ruangan dan ketersediaan kartu inventaris ruangan maka dapat
dismpulkan bahwa kebutuhan peralatan dan perlengkapan di masing-masing
bidang kerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan K abupaten Enrekang sudah dapat
dikatakan baik. Baik disini dalam jangkauan kualitasnya dan fungsinya. Unit kerja
yang masih merasa kurang terkait kuantitas barang adalah unit Dinas Pendidikan
dan Kebudayaan Kabupaten Enrekang. Pihaknya berkata pemenuhan kebutuhan
Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Enrekang saat ini masih dalam
proses penganggaran. Sementara itu, kendala yang terjadi lebih dikarenakan
keterbatasan ruangan dan sumber daya manusia yang ada. Penataan ruangan di
beberapa subag memang perlu dilakukan pengelolaan lebih lanjut. Hal ini
dikarenakan kebutuhan masing-masing bidang kerja berbeda satu sama lainnya.
Tak hanya itu, pemenuhan kebutuhan peralatan dan perlengkapan juga menjadi
hal pokok yang harus diperhatikan. Demikian pula dengan perangkat kerja yang
seharusnya diletakkan sedemikian rupa sesuai dengan fungsi dan jangka waktu
pemakaiannya. Hal ini tentunya demi mewujudkan efisiens kinerja.
. Kartu Inventaris Barang

Kartu Inventaris barang adalah kartu untuk mencatat barang-barang
inventaris secara tersendiri atau kumpulan.berdasarkan pada indikator proses
pencatatan barang kartu inventaris barang, proses penyusunan barang kartu
inventaris barang dan ketersediaan kartu inventaris barang maka dapat
dismpulkan bahwa pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten

Enrekang hanya membuat kartu inventaris barang tanah dan gedung bangunan.
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Dinas Pendidikan dan Kebudayaan tidak membuat membuat kartu inventaris
barang untuk jalan ,irigasi dan pengairan.
B Saran

Berdasarkan kesimpulan diatas, maka penulis memberikan saran sebagai
berikut:
. Pengurus Barang dan Pembantu Pengurus Barang Dinas Pendidikan dan
Kebudayaan Kabupaten Enrekang perlu melaksanakan inventarisas barang secara
menyeluruh yang mencakup pencatatan barang, pencatatan kartu stock barang,
pencetakan dan penempelan label kode barang inventaris, pembuatan Buku
Inventaris, Kartu Inventaris Ruangan, dan pembuatan Kartu Inventaris barang.
. Pengurus Barang, Operator Aplikasi SIMDA dan Pembantu Pengurus Barang
Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Enrekang perlu mengikuti diklat
khusus inventarisasi barang agar pekerjaan yang menjadi tanggung jawab
Pengurus barang dapat diselesaikan dengan baik dan benar.
. Bagi Pengurus Barang Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Enrekang
pengelolaan aset daerah dengan baik merupakan suatu nilai tambah dan citra yang
baik dalam mengedepankan efektif, efisien, transparan dan akuntabel dalam
pengel olaannya.
. Diharapkan dengan adanya penelitian ini dapat memberikan manfaat serta bisa
menjadi bahan informasi bagi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten
Enrekang dan Dinas lainnya yang berhubungan dengan pengelolaan aset daerah

tersebut.
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PEDOMAN WAWANCARA

A. IDENTITAS INFORMAN

Nama :
Jabatan )
Waktu wawancara

B. TANGGAPAN INFORMAN

BUKU INVENTARIS

1.

Bagaimana upaya yang dilakukan oleh Dinas Pendidikan dan K ebudayaan Kabupaten
Enrekang agar dari buku inventaris dapat diperoleh informasi yang akurat dan
lengkap?

Bagaimana prosedur merekap buku inventaris yang tertib administrasi?

Bagaimana proses pengisian buku inventaris di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Kabupaten Enrekang?

Bagamana pembuatan buku induk inventaris yang benar, dapat
dipertanggungjawabkan dan akurat terbarukan?

Apa tujuan buku inventarisasi di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten

Enrekang?

KARTU INVETARIS RUANGAN

1.

Bagaimana penanganan inventarisasi ruangan di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Kabupaten Enrekang?
Sigpa yang menangani inventarisasi ruangan di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Kabupaten Enrekang?

3. Bagaimana proses pengadaan barang yang akan dimasukkan kedalam ruangan?

4. Menurut Bapak/lbu, sejauh ini bagaimana penanganan inventarisasi di Dinas

Pendidikan dan Kebudayaan K abupaten Enrekang?

Apakah ada kendala yang ditemui dalam pengaturan ruang di Dinas Pendidikan dan
K ebudayaan Kabupaten Enrekang?

Apakah penataan ruang kerja dan perangkat dalam artian peralatan dan perlengkapan
di tiap ruangan sudah cukup?



KARTU INVENTARISBARANG

1.

Menurut Bapak/Ibu bagaimana pencatatan barang invenraris yang dilakukan di Dinas
Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Enrekang?

2. Apasgainformasi yang terdapat dalam pencatatan barang inventaris?

Apakah ada kendala yang ditemui saat melakukan inventarisasi barang di Dinas
Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Enrekang?

Bagaimana prosedur pencatatan menggunakan kartu stock barang di Dinas
Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Enrekang?

Apakah dalam inventarisasi barang di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten
Enrekang memberikan label kode pada barang? Dan apa kelebihan pemberian label
kode pada barang?

Barang apa sgja yang dibuatkan kartu inventaris?

7. Bagaimana proses pembuatan kartu inventaris barang?
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